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Di satu pihak kota dapat’ diidentifikasikan sebagai

1. Banyaknvsa pendapatan di daerah perkotaan yang menimbulkanf:i

menciptakan ketegangan satun sama lain dan lambat laun =akan.
merupakan salah satu pemicu timbulnya kejahatan tertentu.

2. Proses modernisasi cepat stau lambat akan mengendurkan

sosial dan tumbuhnyz budsaya materialisme, vyang memberikan
peluang terjadinya kejahatan. 3. Terbatasnyva lapangan kerja
vang tersedia dibandingkan dengan pertambahan penduduk di

perkotaan yang terus meningkat akan menimbulkasn veningkatan

pusat pemerintahan, pusat pelayanan, pusat budaya dan .Puﬁatf;;f

perkembangan sosial lainnya, bahkan dalam masa pembangunan =

”rsaat ini, kota adalah pusat dinamiksa masﬁarakat dengahf i
-féegala kepentingannya. Namun di lain pihak karena kedudukan i}:

- dan fungsinya, kota akan membaws konsekuensi sebagai berikut{ i 

'keragaman sosial budaya, yang yang pada gilirannya akan ' '

ikatan-ikatan sosial dan keluarga, mundurnva solidaritaS g;

penganggurany—sedenghan—di-tain-pitek -tortotan ook fridup

dan effek demonstratif yang bersifat ekonomis di perkotaan

akan merangsang bagil mereka vang tidak kuat imannya untuk
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_ﬁQéiakukan kejaﬁéfan. 4. Kompleksitas kehidupan, mobilitaéi
_fhorlsontal dan vertlkal yang semakln menlngkat dan hubungan~
;hubungan hukum yang Juga semakln bervar1a51 akan_ mengurangi
'f;efektlfltas pengawasan dan memberl peluang teraadlnya =gerf

Fbuatan perbuatan yang ber51fat koruptlf dan penyalahgunagﬁ:

.Wewenang. 5. Pemanfaatan mass media baik cetak maupun elekf;h;_
‘tronika tanpa dilandasi rasa tanggung Jawab sosial yang f* 

ffinggi akan mendorong dan mengembangkan perilaku yang nega% ff.

tif. Di sisi lain perkembangan hukum maupun yurisprudensi §

yang menjadi benteng berakhir dalam menciptakan rasa keadil~.

an, dirasakan jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pemf'”f
bangunan ekonomi dengan segala dampaknya. Upaysa pencegahanf;*
dan penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan perkotaan,
tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan upava pengendaliﬁn
kependudukan, kesempsatan kerja vang tersedia dan berbagai
kebijakan sosial lainnya yang mampu menekan faktor penvebab
kejshatan kota itu sendiri, oleh karena itu upaya penanggu-
langan kejshatan perkofaan bukan hanya tanggung jawab aparsat
ﬁénégak Hukum ﬁeléinkan tanggung jawéb seluruh instansi ter-
kait antar Departemental yang didukung oleh seluruh lapizan

masyvarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui

penelitian kepustaksan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bagi bangsa Indonesia, dambaan akan périkehidupan yang” ;,

tertib, tentram dan sejahtera merupakan salah satu pendorong. -

kuat perjuangan membentuk dan membangun negara Indonesia -

seperti ternyata dari bunyi Pembuksan UUD 1845 yang antara

(3]

lain menyebutkan membentuk suatu pemerintahan negara:
Indonesia yang melindungi segenzap bangsa Indonesia daq.
seluruﬁ tumpahhdarah Indonesiadan untuk ﬁemajukan kesejahte—
raan umum...." Salah satu perlindungan terhadap bangsa dan
tumpah darah Indonesia adalah terjaminnya perikehidupan vang
tertib, tenteram dan sejahtera.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bahkan meng-
hambat upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman, dasn kese-

Jahteraan adalah apsbila timbul berbagai bentuk kejahatan

(erime). Pembangunan yang telsh berhasil meningksatkan taraf

kehidupan rakyat dan merubah wajsh kemiskinan menjadi
kemabkmuran, dapat merosot kembali, karens meningkatnya

tindak kejahatan.

Ditinjau dari sudut kehadirannya, kejshatan sesungguh-




‘nya -sudah sama tuanya dengan -'sejarah umat manusia itqff 

sendiri. Naik'_turunnya -kéjahatan-:kadéﬂg*kad&n8~.b?rjﬁléﬁ?7 “-

'*qaeirama_':dengan-'pasang,;surutnya-skehidupan.:manusia“{~ita

~ sendiri. Karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan = bzhwa

.“éuatu kejahatan ‘adalah fénomena_yang se1a1u melekat padéff“
diri manusia. Namun demikian tidak pernah ada seseorang yangzzf
berfikir rasional, atau ada  sekelompok masyarakat yang;fr
beranggapan  bahwa kejahatan dapat diberi tocleran=i. Tiag;; 
masyarakat senantiasa berusaha dan menciptakan berbagail
pendekatan dan sistem untuk mencegah atau menanggulangi
tindak kejahatan.
Tidak terkecuali masyarakat dunia, vyaitu PBBR dalam
resolusi Majelis Umum PBB No.45/107 menganggap perlu
adanya kerja sama internasicnzl pencegahan kedjshatan
dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan
resolusi No.l Kongres ke-8 PBB tentang Pencegahan
Rejahatan dan Perlakuan Terhadap ?alanggaran Hukum Ber-—
Judul "Prevention of Urban Crime.
Kalau dianalogikan dengan kesehatan, tentang kejahatan
atau perbuatan pidana itu adalah penyakit yang harus diobati

dan disembuhkan. Kalay tidak, maka akan wmelumpuhkan sendi-

sendi kehidupan baik perorangan maupun masyvarskat. Untuk

1Ismail Saleh, "Hejahatan Perkotaan” (Makalah Pra
Seminar, Jakarta, 28 Oktober 1882), hal. 8.




3 _.

- mengobati -suatu penyakit haruslah diidentifikasi, dikenal-
ciri-eirinya dan faktor vang mempengaruhi penjangkitannya.

Walaupun  secara fathal terlihat adanya berbagaiﬁ

_ é¢ningkatan”kejahatan_perkqtaan,.tetapi untuk. menyusun sugtgfﬁ_]_

kebijaksanaan yang integral diperlukan kesamaan pandangan

dan persepsi mengenail pengertian, bentuk, sifat atau karak-
tg:_sertg faktprwfaktor pendorong kejahatan, yang dinamakan
kejahatan perkotaan (urban crime) itu.

Kejahatan menurut stelsel hukum pidana yang berlaku
sekarang di Indonesia hanva menunjukkan satu kampulan tindak
pidana tertentu yang diberi nama tindak pidana kejahatsn. Di
semping itu, stelsel hukum pidana Indonesia mengenai puls
kumpulan tindak pidana yvang disebut tindak pidana pelang-
garan.

Istilah “"kejahatan” stau "e¢rime” dalam kejahatan per-
kotaan tidaklah terbatas pada pengertian tindak pidana
kejahatan menurut stelsel hukum pidana yang berlaku sekarang.
Rejahatan dalam konteks kejatshatan perkotaan mempunyai
pengertian yang lebih luas mencakup segala bentuk perbuatan
vang dapat atau diancam pidana. Dengsan demikian kejahatan

dalam konteks perkotaan mencakup pula "perbuatan-perbuatan

VERE " UEYE01I0NE sendgat pelafiggaran . Berdagsarkan pengertian—
pengertian tersebut, barang kali lebih tepat disebut "¢indal
pidana perhkotaan” sebagai pidana "urban crime” dari. pads

“"kejahatan perkotaan.”




he o

Vi
Henurut beberapa pakar hukum bahwa pengetahuan 'daﬁlﬁf *
‘pengertian akan perkembangan delik-delik khusus diharspkan
'fdépat dijadikan bahaﬁ untuk ?em?éntgkan unaang-undang_;huk?$g j

pidana, dalam arti membuat ketentuan yang ada, mungkin o

© bahkan menghilangkennya sama sekali. Untuk pihak kepolisizn,

hal tersebut dapét pula dijadikan landasan untuk ménentukah f-

arah dari tindakan pencegahan kejahatan dan pengamanan }f

‘masyarakat.

Demikian pula untuk Kejakssan dalam menetapkan kebijak- T

sansan dalam penuntutan dan pengadilsn dalam memutus perkara'f
dan pemberian pidana (strecftiemeting), yang meliputi jenis, .
vkuran dan cara pelaksanaan ﬁidana. Perkembanagn ini adsalah
akibat atau pengaruh dari perubahan keadaan yang terjadi di
Indonesia, khususnya vang disebutkan oleh penggunaan
teknologi modern dengan segala aspeknya.

Adapun delik-delik khusus yang dipelajari ialsh delik-
delik pada umumnys digolongkan menurut sifat dari ke-
pentingan hukum yang dilanggar. Delik-delik itu digolongkan
menjadi lima, ialah:

1. Delik terhadap harta bends;

2. Delik terhadap orang (nyawa, badan dan kesehatan);

3 DE TR e rHEAdAD KeTerEiban URnin (te¥hadap negara. “keten-
traman masyarakat, penguass);
4. Delik terhadap kesusilaan;

5. Pelanggaran lalu lintas.




Pelanggaran lalu 1lintas ini tidak diatur dalam 'KUH?:

akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang _gisebut:

dalam KUHP, misalnya karensa kealpaannya. menyebabkan forangi_"'

f(pasal_358),_karena”kealpéﬁﬁhya:méﬁiebabkan_Qrangulain_niukgifj'

“berat, dan ‘sebagainya (pasal 360), karena 'kealpaahnya;ﬂ}
bangunan-bangunsan; trem; kereta api, telegram, telepon dan
listrik dan sebagainya hancur atau rusak (pasal 409). Delik
lalu lintas ini disebut tersendiri, karena dalam tahun-tahun
terakhir ini delik tersebut mendatangken kerugian yang besar
sekali terhadap orang dan harta bendsa.

Barbara Wootton, seorang shli kriminologi di Inggris
menulis pads tahun 1959:

In half =a century the einvéhfion on the internal

combustion engine has completely revolutionized the

business of eour criminal courts. The typical eriminal

of to day is certainly not thisef, not the thug who hits

an old lady on the head in order to possess himself of

her handbag or to ransack her ,house; the typicsl
criminal of today is the motorist.

PDalam hal itu pula Jenderal Polisi Drs. Banurusman,

menegaskan dihadapan para pengemudi teladan, antara lain

2Sudarto, "Perkembangan Delik-delik Khusus di Indone-
5ia" (prasarana pada Seminar Kriminologi ke 3, di Semarang,
tanggal 23 Januari 1982), mengutip Barbara Wootton.




dalam penegasanhya dikatakan bshwa Jalan raya merupakan,-

kuburan terpanjang di Indonesia bila diperbandingkan dengan o

kejahatan pembunuhan.

:Mél;hat _ucapan Eapolri tersebut dapat diambil 'éugﬁﬁﬂif-

asumsi bahwa korban kelalaian pengemudi semua diibaratkanjff

sebagsai bentuk perbuatan kejahatan.

Untuk kepentingan penyusunan svaty kebijasksanaan,
barangkali tidaklsah perlu memilah-milah pengertian tersebut
Secara tajam. Pengertian perkotaan dapat diartikan lebih
fleksibel sehingga ciri-eiri tempat di kota, oleh pendudnk
kota atau tindak pidana khas kota harus senantiasa menjadi
unsur-unsur baik alternatif maupun komuiatif untuk mengiden-—
tifikasikan tindak pidana atau kejahatan perkotaan. Sebab,
mungkin saja suatu  tindak pidana dilakukan di pedesszan
tetapi hal itu timbul dari pengaruh atau pembawaan kehidupan
perkotaan.

Dengan demikian perlu kiranya hukum yang daspat mengatur
gsesustuy bentuk ketentuan secara integral dalam sstu pasal

vang mengaturnys.

B. POKOK PERMASALAHAN

RKehidupan perkotaan (urban Iife) memang semakin menim-
bulkan banyak masalah, bahkan sering dikatakan ade Tkrisis
atau kegswatan perkotaan” (urban crisis), beberapa masalah

vang dikategorikan sebagai "urban crisis” oleh Thomas R.




Dye, antara lain: konflik rasial (rasial confilict) perumahan .-

vang tak layak (inadeguate housing); pencemaran air dan

udara (air = and  water pollution); sekolah-sekolah .. yangJ Q-

| mémprihatinkan :fpoér schools); kejahatan dan kenakalad1 ?”'

(crime and deliguency); rumah-rumah sakit yang penuh pasien f;

{ erowded hospitad); kemacetan lalu lintas (traffic
congestion); beban-beban pajak perkotaan yang melumpuhkan
(erippling city tax burden).3 Dari kutipan di atas inipun
terlihat bahwa kejahatan (di kotzs) pada hakekatnya merupakan
salah satu bentuk dari "wrban crisis.”

Apa vang pernah dinyatakan oleh Kongres PBB ke-4 pada
tahun 1970 di atas (bahwa kejahatan merupskan msnifestasgi
dari kehidupan perkotsan), kembali menjadi pusat perhatian
Kongres PBB psda 20 tahun kemudian. Pada Kongres PBB ke-8
tshun 1880 di Havana antara lain dibicarskan masalah "urban
crime.” Dalam salah satu resclusi kongres tersebut mengensail
"Prevention of Urban Crime,” antara lain dikemukakan
beberapa faktor konduksif untuk terjadinva kejehatan vyang

meliputi:

BMuladi, et al., "RKecenderungan Perkembangan Kejahat-an
Perkotasan," (Makslah Pra Seminar, Jskarta, 26«27 OQktober
1882), hal. 2-3, mengutip Thomas R. Dye.




1. Kemlsklnan, 'pengangguran, rendahnya tingkat pendl*-ffx

dikan, perumahan yang tidak sehat;

2. Semakin banyaknya kegagalam warga untuk meng1ntegra~ Qj
- sikan’ ‘dirinya dengan masyarakat secara sosaal dan_f 

:kekeluargaan,

]luargaan,

. Masalah emlgra51 ke kota yang semakln menlngkat
deentltas kultural yang semakin tercemar; . .

; Menurunnya kondisi perkotaan yang sehat;

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan
alkoholics;

Munculnyva kejahatan terorganisir dan

Peranan media masa yang kurang mendukugg dan - bahkan
justru merangsang timbulnya kejshatan.

B U )

Sehubungan dengan perkembangan perhsatian dunias terhsdap
masalah ‘“urban c¢rime” ini, sewajarnyalah perlu dilakukan
upaya-upava pemahaman dan pengkajian mengenal gejala keja-
hatan di wilayah pérkotaan di Indoneéi&.

Upaya pemahaman dan pengkajian masalah kedshatan
perkotaan vang disajikan dalam makalah ini bersumber dari
penelitian - (atau lebih tepat temuanftemuan sementara) vang
dilakukan oleh Tim Fakultas Hukum, Undip di beberaps kota
begar di Jaws, khususnya di wilayah (2) DEI Jaksrta Ra&a;
{b) RKotamadya Surabsava; (c) Kotamadya Semarang dan {(d) Xota-
madya Surakarta. Pemilihan wilsyah ini bertolsak dari
penge lompokan karakteristik kota sebagai kota megapolitan

(sub a), kota metropolitan (sub b); dan kota vang tidak ter-

Ibhid.

. .Semakin. meregangnya 1katan 1katan 5051a1 dan_ kekerf;iﬁ_




masﬁk kedua klasifikasi tersebut (sub ¢ dan d).

Hasil temuan atau ﬁengamatan pendahu1uan dari penelitif.
:an terse&ut:disajikan dalam makalsh ini dengan sistematika T
_fsébagai_befikut: | | o

1. Kecenderungan kejahatan perkotaan dan beberapa fak—:_i

tor yang terkait.

2. Kajian sekitar perilaku kenakalan di kalangasn remaja

di perkotaan, dan

3. A}terqatif kebijakaq kriminal sebagaislangkah- anti-

sipatif terhadap kejahatan perkotsan.

Diharapkan dengan sistematika uraian tersebut, aksn
dapat dicakup kajian vang menyeluruh sekitaé permasalahan
kejahat-an perkotaan, khususnya dalam rangka memahami, -
mengerti hakekat permasalahan serta latar belakangnya.

Sebagai akhir penulisan, akan dilakukan pembshsasan
mengenéi:

1. Sejauhmana pengaruh perkembangan/perubahan perkotaan ter-—
nadap aspek sosial-budaya, politik, kriminal dan ekonomi?

2. Faktor-faktor pencetusan apa yang menyebabkan terjadinya
kejashatan di perkotaan?

3. Bagaimana konsepsi penataan kota yang idezl vang tidsak

menimbulkan "City Crime"” suatu upaya penanggulangan apa

vang integratif dalam penciptasan keamanan kota?




C. TUJUAN PENELITIAN

1. Bagaimana tingkat perkembangan kejahatan di perkotasn -
- maupun di pedesaan.

' 2.:Bég§imana péfbedéén pengaruh perkembangan di perkotaaﬁii:
denéan di pedesaaﬁ terhadap kejahatan.

3. Hal-hal apa sajs yang membedakan pengaruh perkembangan

perkotaan dan pedeszan terhadap kejahatan.

D. KERANGKA TEQORITIS DAN KONSEPSIONAL

Di dalam suatu kualifikasi kejahatan guna maksud-maksud
teoritis, masing-masing kelas (jenis kejahatan) harus betul-
betul ada di dalam arti sosiologis, yang dibedakan dari
kelas-kelas lainnya berdasarkan variasinya di dslam hal
proses-proses hubungan sebab akibat kejahatannya.

Kejahatan sebagal mata pencaharian nafkah, misalnysa,
akan merupakan kombinasi kelas-kelas vang dibedakan dari
kejahatan-kejahatan lainnya berdasarkan bagaimana biasanya
perilaku \ini, perkembangan cara pelaku-pelaku dan perkem-
bangan adat istiadat kebiasaan kelompok sebagsi akibatnya,

ke dalam kelas ini bisa dimasukkan beberapa perkara pembu-

nuhan, pembaksaran, pembongkaran, perampokan, dan pencurian,
tapl tidak semuanyez dari masing-masing jenis kategori huohkum
perkara-perkara tersebut.

Begitu juga halnya, kriteris yang spe=sifik untuk meng-




'ii ;_§

uﬁéikan perkara éebagai ;pelanggaran kriminalV- (pidana§ 
‘mengenai trust keuangan’ telah berkembangan dengan beberapa
.' ha§il,m Ta?i?ti§ak semua pepka;aiéeﬁipug#;. perjﬁadian :ataétiqx
'7 d£§§f'_kepéféayégh;_péﬁélsuah,fpéﬁéﬁriéﬁidengan ”méﬁggﬁngkﬁﬁiff'
;brahg.éeﬁéééiIQﬁ§£n, daﬁ termﬁSﬁk:pﬁiﬁ lain-lain kejahatani?  '
Klasifikasi vang baru itu menghindarkan kesalshan, mempér~
luas suatu konsep perundang-undangan melewati pengertian_ 
artl undang-undang, misal dengan mencabut semua perilaku itu o
sebagai "penipuan"” dan klasifikasi ini menyediakan pula.
suaty definisi yang kaku tentang perilaku yang jitu tentang
pencurisn berdasarkan cara pandangan penelaahan ini. Tidak-
lah berguna sekarang ini untuk mencoba menvyusun sustu klasi-
fikasi yang komplit tentang kejshatan-kejahatan berdasarkan
cara pandangan ini. Klagifikasi yang demikian harus timbul
dari haéil kerja penelitian dan bukan berdasarkan spekulasi
vang apriori.

Orang vyang basgaimana yang dimaksudkan sebagai =seorang
penjahat? Jawabannya sesuai dengan tradisi hukum peradilan,
vang demokratis bahkan seorang vang mengaku telah melakukan
suatu kejshatan ataupun tidak dipandang sebagai seorang

penjahat sampal kejahatannyz dibuktikan menurut proses

peradilan vang telah ditetapkan.
Haka sesual dengan itu, seocorang penjaga penjaratidak
akan dapat>dibenarkan menurut hukum kalsu menerims seseorang

vang tidak pernazh resmi dinyatakan bersalah dan dihukum, dan
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para - pejabat negara tidak akan dapat secara benar-benar
menghilangkan hak-hak sipil kepada orang-orang vyang tidakffj

pernah.Qinygtakan bersalah mengenai suatu kejahatan. Begituigf

T.ﬁﬁlé-halﬁya;_béfa ahli krimiﬁblOEi tidak dapat secara béné£% f .

benar aééét_dipertanggung Jawabkan menetapkan sebagail penv   
3ahat kepada orang-crang yvang bertingkah lsku secara anti
sogial, tetapi tidak melanggar supatu undang-undang pidana.s

Dalam bacaan-bacaan asing dijumpai bahwa hukum di nega-
ra bersangkutan, misalnys di Amerika Serikst secara resmi
dinyatakan adanya orang vang dinamakan penjahat atau dalam
istilah Inggrisnya disebut "criminal,” yvaitu bagi mereks
vang melakukan pelanggaran hukum pidana dan terbukti befsa—
lah.

Di Indonesia secara tegas tidask dijumpai orang vang
disebut penjahat; dalam proses peradilan pidana, hanvya
dikenal secars resmi istilah-istilah: tersangks, tertuduh,
terdakwa dan terhukum atau terpidana. Sedangkan kata-kats
sepefti penjahat, bandit, bajingan hanyas dalam kata sehari-
hari yang tidak mendasarkan padsa ketentuan hukum.

Memang dengan telah diubahnya istilah penjara menjadi

lembaga pemasyarakatan, dalam pembinsan narapidana vang

81hid., hal. 34-35.
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bersifat pengayoman yang berlandaskan Pancasila. sebagai_ _
falsafah bangsa, maks kata-kata penjahat dén lsejeﬁiéﬁy§ £:
dapaﬁumembawa.rasa.permusghan_dan.benci dari masyarakat ter;ﬂ;  
" hadap ?é:a éelanggar huknm, séhingga tujuan pembinaan dalaéiTﬁ
raﬁgka prevensi sakan mengéiami kesulitan. |

Eesulitan tersebut terletak pada masalah penerimaan
masyarakat terhadap eks narapidana setelah mereka selesai
'dibinan dalam .1embaga pemasyarakatan, yvang nyatanys tidek
diterima oleh warga masyarakat kalsu masyarakst benci dan
memusuhi mereka, maka askan menjadi residivis.?

Seorang kriminolog harus mengetahui bahwa ssatu jenis
perbuatan tertentu ditetapksasn sebagai kejshatasn astau sese-—
orang telah melakukan suatu perbuatan dari Jenis ini,
sebagaimana dapat dibenarkan menulis tentang " kejahatan-
kejahatan yang diketahui polisi, dan kejahatan-kejshatan

vang tidak terpecshkan.” Atau dapat dibenarksan pula menulis
tentang "penjahat-penjahat yang tidak tertangkap" dan ‘'para
penjahat yang berkeliarsn.”

Dalam hal ini, seorang penjashat adalah seseorang vyang

melakukan kejahatan, menimbulksn pertanyaan lain, karens

’Soedjono D., Llmu Jiwa Keishaten Amalan ILlmy Dalam
Studi Eejashatap (Bandung: Karya Nusantara, 1877), hal. 20.

FEE

E—
R
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hukgm pidanapun tidak menentukan samgai kapan waktuny=z _T

 $60rang penjahat setelah melakukan kejahatan itu. Apzkah se}. f_

$eorang'.itﬁ seorang penjahat hanya pada waktu ia .melakukaﬁcff-_

”ﬁkéjahatan. itu”'saja,:éampai_ia ﬁémbayéf' hukﬁmannya, ata§ :f

Hteﬁﬁs~menerus setelahnya itu? Pertanyaan itu barangkali?: 
tidak penting dan sukar dijawasb hanya karena mempergunakan: 5
perkataan “"penjahat,” atau memberikan stigma pada orang yang_ 

melanggar undang-undang. Di dalam pikiran wumum perkataan
“"penjahat"” umumnya hanys diterapkan pada mereka vang dimu-
suhi masyarakat. Di dalam arti inilah Tarde menyatakan bahwa

para penjahat adalah sampah masvarakat.

Z2. Rerapngka Konsepsional

Beberapa orang kriminolog cernderung untuk membatasi
istilah penjahat kepada kepada orang yang cocok dengan
sejenis kelompok masyarakat vang dianggap oleh mereka (para
ahli kriminologi) dan oleh masyarakst umumnya sebagai
penjahat. Istilah itu lalu menunjukkan kepada pelanggsr
ﬁﬁ&éng—uﬁdang yang mempunyai sejumlah keahlian, sikap dan
hubungan pergaulan yang menandakan kematangan beradat

kebissaan Jjahat.

renggunaan pengertian 1snllah-istilah  tukang kran,
tukang listrik, atau "preacher” bagi mereks vang biasa ber-
gaerak dan berkeahlian di dalam bidang-bidang pencszharian

nafkah tertentu. Kalau istilah 1tu dibatasi secara dewmikian,




_ s
maka istilah itu tidak diterapkan pada banyak pelanggar_ff'

huk#m.-Yang_ﬁeiakukan,pelanggaran éé%alitsekali_menurut ke- -

adaan .dan kesempatan, bahkan pembunuhan. Penjahat 1azuffj-1

_menjadi penjahat yang sungguh-sungguh. Kebanyakan penghuni
X féehjéiaféaﬂjara_-negara'ftidak-akén.méﬁjédﬁ ‘penjzhat kalaw
henurut kriteria ini. Penggunaan kata penjahat di dalamTJ'
artian ini tidak mengarahkan perhatian kepada kebanyakan
persoalan kriminologi vyang hakiki.a

Statistik umum tentang kejahataﬁ dan penjahat mungkin
adalah vang paling sukar dan paling tak bisa dipercava.
Mustahil untuk menentukan Jjumlah kejahatan dalam suatu
Janghka Waktu teftentu dalam yuridiksi. Seperti diketahui
sebagian besar kejahatan tak diketahui, atau diketahui te-
tapi tidak dilaporkan, atan dilaporkan tetapi tidak dicatat.
Akibatnya, tiap daftar kejahatan, yaitu Jjumlah kejahatan
vang &iketahui pelisi, penahanan, voﬁnis, atau hukuman
penjara hanya bisa dianggap suatn "indeks" dari semua
kejashatan vang dilskukan. Tetapi indeks ini tak mempunyai
hubungan konstan dengan jumlah sebensrnya. Biasanya, Indeks
Statistik, misalnya "indeks biaya hidup" adalah sejumlah pe-

rubahan dari suatu contoh kejadian vang diambil dari keselu-

81hid., hal. 38-37.




fuhan; hubungan jumlah tersebut terhadap ‘keselurnhan diketa—i ;
hui dan 1ndaks ini dipakai sebagal suatu jalan . smngkat untuklf@
-mendapat taks1ran tentang perubahan darl keseluruhannya

Balk Jumlah seluruhnya maupun hubungan Jumlah
terhadap 1ndeks adalah angka sewenang Wenang, yang berubah€; 
dengan kebijaksanaan pollSl, ‘kehakiman dan publik opinien.
Di Amerika Serikat angka-angka ini dan perbedaannya mengaki- -
batkan hampir mustahil untuk mengadakan perbandingan Iantara
kriminalitas di berbagai kota; bahkan menentukan jumlah ta-
hanan untuk seluruh Amerika Serikat, ataupun tahsnan dari
kota atau negara bagianpun sulit. Lebih sukar lagi adalah
perbandingan Internasional.g

Sebuah metode kriminologis yang sering digunakan adalah
mencari korelasi antara penahanan/vonnis atau kejahatan ter-
tenty dan suatu variabel fisik atau sosial.
Bonger: mempergunakan cara ini untuk menunjukkan adanya
hubungan antara Crime rate dan keadzan ekonomi. Yang lain
telah mempergunakan cara ini dalam suatu usaha untuk menen-
tukan keadaan statistik musim, pelanggaran dan keadaan pen-
duduk, Jjadi hubungan antara orime rate dan keadaan sustu

tempat.

Ibid., hal. 49.

'hié.ﬁ':




Salah satu kesukaran dari metode ini banyak terdapat -

kekurangan mengenal statistik (kurang sempurnanva statistik =~

kejahatan). Kesukaran lainnya adalah kurang sempurnanya sta-

‘tistik ini karena yang terlihat hanyalah hubungan umam.

_Hisgihya kejahatan pada ﬁusim baﬁas meningkat dibandiﬂg}fg
dengan musim dingin tetapi fidak ditunjukkan mengapa? Apakah  
karena pada musim panas orang-ocrang lebih lekss marah atau
pada musim panas lebih sering terjadi kontak antara gorang—
orang atau karena apa? Jadi data ini berguns untuk mengum-
pulkan fakta tétapi belum tentu membéri kesimpulan vang bisa
diterima sebagai teori tentang ke,jahatan.10
Jadi "personality test" telah digunskan untuk menentu-
kan bahwa seringnya ditemukan ciri/sifat-=sifat adalah
relatif dan juga mengensi gangguan emosi antara kriminal dan
non kriminal. Juga diadakan perbandingan di antara penjahat
vang berasal dari kelusrga yang tidak bahagia karena kemati-
an, percersian, atau oleh karena ayah atau ibunya sering
tidak ada di rumah atau kedua orang tua tersebut =sering
melakukan pelangdaran lain seperti alkoholisme, dan Juga
pendidikan yang kurang dengan orang-orang bukan penjahat

dengan keadaan rumah tangga yang sama. Dengan cara ini bisa

101h5d., hal. 94.
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diselidiki banyak sifatnya/ciri-cirinya. Biasanya diadakan

perbandingan antara hubungan beberapa hal yang diselidiki,

tetapi bisa juga hanya diperiksa satu hal saja. Tak pernah_f'

‘diadakan penyelidikan penjahat sebagai individu, dan Jjuga

£idak diselidiki tentang sebab dari masing-masing kejahatan
tersendiri. Banyak fakta diperoleh dengan cara ini, tetapi
banyak juga kebenarannya dengan cara ini.
Dalam keranghka konsepsional ini diuraikan definisi dari
istilah-istilah:
1. Yuridis adalah : "Ketentuan hukum atau aturan hukum."l1
2. Kejahatan adalah: "Suatu bentuk penyimpangan vang melang-
gar hukum."12
3. Perkembangan adalah: "Masalah-masalah vyang menyangkut
perubahan dalam frekuensu, kualitas dan
untuk delik serta wmengenal penerapan

hukumnya.“13

1R Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet. XVI,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hal. 48.

izl_bi.d.-; hal. 32.

TR




'VEf METODOLOGI PENELITIAN
 Penulisan' sk#ipsi ini dilakukan étgs dasgr -penelitiﬁ§ k'p
 _kepusfaka§n; Adapun data sekunder yﬁng-digerguﬁakan:'antaﬁ%
::iﬁin;"" L L :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

:a; Kitab Undané—Undanélﬁukum Pidansa.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c. Uﬁdané“undang lainnya yang mengandung sanksi.

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: Buku-buku, makalah,
artikel serta beberapa karys ilmiah lainnya vyang pada
pokoknys melakukan pembahasan mengenai kejahatan di per-
kotaan.

3. Eahan Hukum Tertier, vang dipergunskan antara lain: Kamus
Unum Bahssa Indonesia, dan kamus umum Bahasa Inggris yang
ditujukan untuk mempermudah istilah asing.

Dari ketiga data hukum tersebut di atas, dilaskukan

anzlisis kualitatif kemudian‘disusunléh skripsi ini.

F. SISTEMATIXKA PENULISAN
Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, vakni

sebagai berikut:

BT ePermetatiuToen
Pada bab kesatu ini diketengahkan mengenai; Latar
belakang permasalahan, vakni mengensi perkembangan

perkotaan dan akibatnya terhadap aspek sosial,




Bab II

Bab III

Bab IV

_dlbahas yaitu mengenal seaauhmana tlngkat _perkéﬁQl;fg_,
"bangan keaahatan dl perkotaan dengan di pedeqaan,flfff 
";tuauan penullsan dlmaksudkan untuk mengetahulr_:; 3

' perubahan 5051a1 yang teraadl dlj perkotaan,_;keﬁ'gﬁgg-

20

ruang 11ngkup permasalahan antara laln yang 5kanif3'7”

rangka teoritis berlslkan pembahasan teori menge¥ u r
nai -kgjahatan perkotaana sedangkan kerangka kon;.ﬁf
sepsional berisikan definisi Dbeberapa iétiléh,
metodologi kepustakaan, sedangkan sistematika IE
penuligan terdiri dari limz bab.

Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Perkotaan

Dalam penulisan bab kedua ini berisikan péngertian
mengenai kejahatan antara lain; Pengertian keja-
hatan perkotaan, dsn faktor-faktor yvang mempenga-
ruhi kejahatan perkotaan.

Perkembangan Kejahatan Perkotaan

Dalam bab tigs diuraikan mengenai: Dimensi keja-
hatan perkotaan, kondisi lingkungan yang mendorong
lajunya kejahatan perkotaan, dan kondisi persturan
perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Pemahaman dan Pengkajian Kejahatan di Perkotaan

Dalam penulisan bab keempat ini dikemukskan:; pem-
bahasan mengenai: Kedudukan dan fungsi kota,
dampak pembangunan kota terhadap perubahan sosial,

bentuk-bentuk kejshatan perkotaan vyang mungkin
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akan berkembang, dan upaya penanggulangan.
Bab V P e n u.t up
Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran-

_saran. o




. BAB II

TINJAUAN UMUH MENGENAT KEJAHATAN PERKOTAAN

A. PENGERTIAN KEJAHATAN PERKOTAAN

Dalam uraian pendahuluan telah berulang-ulang disebut
istilah "kejahatan perkotaan” atau "urbam crime.” Hal vang
saﬁa telaﬁ sering ditulis dalam .harian—harian ibukota.
Tetapi apskah vang akan diartikan dengan istilah "Kejahatan
perkotaan itu?"”

Pertama-tama aps yvang dimaksud dengan "kejahatan" atau
"erime" dalam kaitan dengan kejahatan perkotaan. Bagi
mereka vang pernah mempelajari spalagi memperdalam stelsel
Hukiom pidana vang berlaku di Indonesia pengertian kejahatan
dalam konteks kejahatan perkotaan agak berbeda dengan
pengertiasan menurut stelsel hukum pidana wvang berlake di
Indonesia.

KEejahatan menurnuit =stelsel hukum pidana vang berlaku

sekarang di Indonesia hanya menunjukan satu kumpulan tindak

pidana tertentu yang diberi nama tindak pidans kejahatan. Di
samping itu, stelsel hukum pidana Indonesis mengenal pulsa
kumpulan tindak pidanz yang disebut tindak pidana pelanggar-

an.




" Menurut Ismail Saleh dikatakan bahwa:

'23.  { 

Istilah: "kejahaten” atau “crime” dalam kejahatan ‘per—-. ..
- kotaan tidaklah terbatas pada pengertian tindak pidana. =
.. 'kejahatan  menurut stelsel hukum pidana vyang berlaku ' . .
-sekarang. Kejahatan dalam konteks kejahatan perkotaan = ~
‘mempunyai pengertian yang lebih luas mencakup segala

bentuk perbuatan yang dapat atau diancam pidana.

Dengan demikian kejahatan dalsm konteks kejahatan per-

kotaan mencakup pula perbuatan-perbuatan yang tergolong

sebagai pelanggaran berdasarkan pengertian-pengertian

tersebut, barangkali lebih tepat disebut "tindak pidana
perkotaan” sebagai p%danan “urban crime"” dari pada

“kejahatan perkotaan."”

Selanjutnya sapsakah yang dimaksud dengan 'perkotaan”
atau "urban," sehingga suatu tindak pidana dapsat digolongkaﬁ
sebagal tindak pidansa perkotasn? Apaksh suatu tindak pidans
disebut tindak pidans atau kejashatan perkotaan karena dila-
kukan di kota atau oleh penduduk kota atsu "urbanized crime”
vang hanysa akaﬁ ada atau dijumpal di kota?

Untuk kepentingan penyusunan suatu kebijsksansan krimi-
nal, barangkali tidaklah perlu memilah-milsh pengertian ter-
sebut secara tajam. Pengertian perkotaan dapat diartikan

lebih fleksibel sehingga ciri-ciri tempat di kota, oleh psn-

duduk kota atau tindak pidana khas kota harus senantiasa

1Ismai1 Saleh, "Xejahatan Perkotsan,"” (Makalah Pra
Seminar Kejahatan Perkotaan, Jakarta, 20 Oktober 18892), hal.

10.




menjadi unsur-unsur baik alternatif maupun komulatif untuk , 

mengindentifikasi tindak pidana atau kejahatan perkotaan. .

Sebab, mungkin saja suatu tindak pidana dilakukan di pedesafg;i  

~an, .tetapi hal itu timbul dari pengaruh atau pembawaan =

Rehidupan perkotaan.

B. BENTUK DAN SIFAT KEJAHATAN PERKOTAAN

Memahattl bentuk, sifat atau karakter kejshatan atau
tindak pidana perkotaan sangat penting. Dengan pemsahaman
tersebut memberi kemungkinan yang lebih besar untuk wmenge-
tehui ciri-ciri kejahatan atau tindak pidana perkotzan. Ber-
dasarkan ciri-ciri inilah dapat dirumuskan berbagai kebijak-
sanaan baik untuk pencegahan maupun penanggulangannvya.

Sepanjang kejahatan atau tindak pidana perkotaan di-
artikan sebagai perbuatan vyang dapat dipidansa menurut
peraturan perundang«undangan vang berlaku, secara ugmum ti-
daklah ada perbedaan yang mendasar antara kejahatan atau
tindak pidana perkotaan dengan perkotazn dengan yang bukan
perkotaan.

Pencurian, pembunuhan, penganiaysan, penipuan, peng-

gelapan, pervkosaan depat terjadi di mana saja. Namun harus

diakui =ada pula bentuk-bentuk tindak pidana tertentu vang
hanya mpngkin' terjadi atau sekurang-hkurangnvs dipermudsah

oleh lingkungan perkotasan.




Dalam . kesempatan karya tulis ini penulis akan mencoba.

melakukan semacam identifikasi kemungkinan perbedaan antara =

. tindak pidana atau kejahatan perkotaan dengan di luar

 perkotaan atau pedesaan. Dalam upaya mengidentifikasi ini,

- penulis mencoba melihat dari berbagai segi sebagai berikut:

1. Ditinjau dari perbuatan yang menonjol atau kualitasnya.
Dapat dibedaskan bahwa walaupun di pedesaan ada pencurian
tetapi secara umum pencurian di perkotzan menunjukkan
ciri vang berbeda. Hisalnya pencurisn di perkotasan, mulai
dari pencurian dalam bentuk pencopetan, meningkat pencu-
rian vang disertai pembunuhan, pencurian aliran listrik,A
penodongan sampai perampoksn. Sedaﬁgkan di pedesaan, pen-
copetan praktis tidak ada, pencurian pada umumnys adalgh
pencurian biasa, (biasanya disebut "maling ayam"”) lebih-
lebih di desa tidak ada pencurian aliran listrik.

2. Dilihat dari objek atau sasaran perbuatan kriminal.
Perbedsaan objek ini terjadi karens benda-benda yang men-
jadi sasaran belum atau sangat jarang terdapsat di pedesa-
an.” Dan se&aligus gasaran ini mempun&ai nilai ekononmis
vang tinggi. Sebagai contoh sepserti pencurian benda-bendsa

elektronik, mobil, kejahatan perbankan, merupakan keja-

hatan di perkotsan. Juga kejahatan yang bersasaran pads
lingkungan perumahan mewah {(real estate) semzkin nmening-
"kat, Dbahkan modus operandinya lebih berani lagi, vyaitu

pada siang hari, sedangkan di desa praktis tidak ada.
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Dilihat dari media yang dipergunakan.uﬁisalnya perbuatan
pidana yang sekarang disebut sebagai “gomputer crime,"

penggunaan "credit card." Semuanya ini hanya terjadi di
iingkungan perkotaan sajs.

Pelaku'secara praktis hanva terdapat diperkotaan.
Misalnya apa yang lazim disebut "the white collar oriﬁe“
(penjahat berdasi astau berkerah putih), hanya terdapat di
kota-kota. Hereka melaskukan perbuatan pidana di bidang-
bidang tertentu misalnya pidana korupsi, penyuapan, mani-
pulazi perpajshken, pormsingan cursng dan lain =zebagsinya.
Dilihat dari intensitas baik kuantitas maupun kualitasnyva
secarsa keseluruhan menunjukan kecenderungan yang mening-
kat lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaszsn, seperti
kejahatan narkotika dan perdagangan obat bius.

Dilihat dari ﬁotivasi. Perbuatan pidana yang pads umumnva
didorong motif untuk menonjolkan identitas atau gengsi-
gengsisn dari psda ksrena do%ongan tekanan ekononi,
seperti perkelshian antard anak-anak sekolah.

Strata kedahatan atau tindak pidana perkotaan mencakup

bherbagail lapisan masyarakat. Kejahatan bukan saja

dilakukan oleh lapisan ekonomi yang berkeburangan tetapi

dilakukan Jjuga cleh mereka yvang serbs kecukupan. Begitu
pula lapisan sosialnys meluss buksn saja oleh kaum vyang

tidak terpelajar bahkan terpelajarpun dalam beberapsa

keadaan tersangkut dalam tindak pidana.
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8. Dampak kejshatan terasa pada hampir segalsa aspek kehidupm.:'

an - bermasyarakat. Hal ini terjadi karena spektrum kejaf_lv

‘hatan begitu melebar mencakup berbagai segi -kehidupag:_  : 

fbermasyérakat. Bukan saja ancaman terhadap keselamatan

IQiri dﬁn harta benda, bahkan terhadép kenyamanan sert$ ;T
kebebasan pribadipun terasa selaku ada ancaman kejahatén.

8. Kusalitas kejahatan yang tinggi bukan sajas dilihat dari
metode ataun instrumen yang dipergunskan tetapi akibat
vang ditimbulkan baik terhadap harta benda Rnaupun
keselamatsn diri para korban. Terhadap harta bends,
kejahatan mencakup nilai yang makin tinggi. Begitu puls
terhadap keselamatan jiwa. Sangat sering didengar tindak
pidana vyang disertai ancaman kekerasan bahkan dilakukan
dengan kekerasan, hal yang tidak begitu sering bagi
tindak pidana di pedesaan.

Dilihat dari stelsel pidana yang berlaku, ciri-ciri
vang dikemukakan tadi merupakan tindak pidana kejahatan.
Tidak pula kalah pentingnys tindak pidana pelanggaran
seperti pelanggarasn atas ketentuan pembuangan sampah, tempat
berdagang, laslu-lintas dan lain-lain. Sepintas lslu, tindak

pidana pelanggaran itu bersifat sementara. Tetapi ditinjau

dari upava membangun perikehidupan secara untuh balk masterial
maupun spiritual dan performance kehidupan perkotaan yang
berbudaya, tindak pidana vang sepintas lalu bersifat seder-

hana,- ini Jjuga mewmpunyai dampak luas. Kehilangan rasa
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nvaman, gangguan kelancaran dalam bergerak akibat trotoir di o

penuhl pedsagang, kemacetan lalu-lintas, penampilan kota yang_  

tidak tertib, tidak bersih, tidak rapih akan besar sekali , 

pengaruhnya pada pola tingksh laku warga perkotaan.
Bentuk, e¢iri, sifat kejashatan atau tindak pidana ber~"'

kotazn vyang diutarakan di atss, tentn ssjas dapat ditambah

ataun bahkan dikurangi sesual dengan pengalamsan, pengamaten .

atay penemuan para pakar maupun praktisi masing-masing.
Sehingga akan lebih mendekati kebenaran di lapangan vyang
akan menjadi pegangan bagi para instansi yvang memerlukannysa

dalam upaya menanggulangi kejahatan perkotaan.

C. FARTOR-FAKTOR YANG HEMPENGARUHI KEJAHATAN PERKOTAAN
Sebagsai manusisa, pelaku tindak pidans bukanlah manusisa
vang "bebas nilai” yaitu manusia yvang tercabut secara total
dari linghkungannya. Adat-istiadat, keadasan lingkungan baik
ekonomi, sosial, politik maupun budaya senantiasa mempenga-—
ruhi pola tingksh laku setisp orang termasuk pelaku pidana.
Tanpa mengurangi adanya watak-watak khas seseorang, Secarsa
umum dapat dikatakan bahwa dorongan untuk melskukan tindak

pidana tidak semata-mata karens memsng tersimpan tingksah

laku Jjahat, tetapi lebih dari itu faktor-faktor nilsi, ke-
adzan dan lingkungan tidak jarang menjadi pendorong utama
melaknkan tindak pidana. Secara singkat dapat disebutkan,

faktor lingkunganlah yvang pertama-tama berpengaruh terhadap
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tingkah-laku kriminal seseorang. Kalaun demikian halnya, maka' 
ditinjau dari upaya membahgun suatu lingkungan masyarakat

-yang tertib, tentram dan sejahtera pada dasarnya berhadapanﬁf;

dengan faktbr inﬁernal lihgkungan itu sendiri vang kerapkalim'”

bermusuhan terha@ap warga lingkungannya.

Dari asnggapan tersebut, barangkali dapat ditarik suatu
pelajaran bahwa bentuk, jenis, sifat atsu karakter tindak
pidana secara umum berjalan dalam satu garis lurus dengan
keadaan lingkungan termasuk keadaan dan perkembangan
masyarakatnya.

Kota atauy perkotaan merupakan suatu sistem lingkungan
dalam kehidupan masyarakat. Karena itu sudah pasti mnembawa
dan memberikan corak pada pola kehidupan masyarskatnya
termasuk tindak pidanasnya. ‘Karena itu perly pengenalan
secara sistemik mengenai kehidupan perkotaan. Dengan penge-
nalan vang dekat tersebut dapat dikenal faktor-fakitor vyang
mempengaruhi tingksh laku anggota termasuk tindak pidananya.

Rota di Indonesia baik sebagai satuan pemerintahan
ﬁaﬁpun éebagai komunitas mengandung berbagai eciri vang
sedikit banyak memberi asndil bagi kejahatan perkotaan,

antara lain:

1. Pertumbuhan dan perkembangan.
Untuk sebagian besar kota di Indonesis dapat dikatakan
tumbuh dan berkembang secara alami, bukan melaluil suatu

perencanaan. Kalau ada beberapa kota vang direncanakan
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dalam perkembangannya karena berbagai faktor, Lkemudian

tumbuh dan berkembang hampir-hampir tak terkendsali.

Penataan kota sulit dilaksanakan, begitu pula upaya.  

imémbahgﬁn suatu masyarakat perkotaén vang berdisiplin dah'f“"”

'patuh  pada berbagai ketentuan perkotaan. Setiap warga %
merasa mempunyai kebebasan untuk memanfaatkan keadéan
kota yang serba tidak teratar.

Fungsi kota.

Sudah sejak awal kota-kota kita menjalankan multi fungsi.
Kota adalah pusat berbagsi kegiatan, baik ekonomi,
sozial, budaya mavnpun politik. Sebagsi pusat berbagsi
kegiatan, kota menjadi sangat menarik dan timbulah
urbanisasi. Melimpahkan manusia ke kota vang dalam Pelita
V diperkirakan B3% pertumbuhan penduduk Indonesia terjadi
di kota, menimbulkan berbagai perscalan seperti lapangan
pekeriaan, perumahan dan sebagainya. Lapangan kerjs vang
terbatas menimbulkan pengengguran. Perumshan vang terba-
tas memaksa sebagian penghuni kota mendiami tempat-tempat
vang kurang layak —- yvang kesemuanyva 1ini menimbulkan
kerawanan atas ketertiban dan keamanan.

Pola urbanisasi.

Urbanisasi terjadi karena berbagai latar belakang, baik
dorongan mencari lapangan kerja baru, memperoleh pendi-
dikan vyang lebih baik, maupun karena faktor-faktor

gangguan keamanan. Karena sebagian besar mereks yang




.31  .

datang di kota berasal dari desa-desa; maks pada unumnys

terdiri dari orang-orang vang tidalk terdidik dan kurangjf”

‘keterampilan. Keadaan ini mempersulit penyerapan -mereka;f )

”di  iapéngan pekerjaan. Bukan saja karena lapangan 'kerjal[}

vang ﬁérbatas, tetapi juga lapangan kerja yang tersedia 2f
membutuhkan tenaga-tenagsa dengan kualifikasi tertentu.
Hereka yang tidak terserap di lapangan pekerijsan, dapat
tercampak pada berbsagai kemungkinan. Kemungkinan pertams
melakukan tindak kriminal atau kemungkinan kedus memasuki
sektor-sektor informal.

Heluasnya sektor informal ini juga menimbulkan persoalan,
karena sulit sekali memberlakukan berbagai aturan, baik
vang bersifat disiplin maupun penegakkan hukum.

Sektor informal seperti perdagangan ditandsi antara lain
dengan modal yang terbatas, sehinggs tidak memungkinkan
mereka menempati tempat berdagang vang tersedia vang
harus membayar dalam jumlah tertentu. Akibatnya, para
pedagang ini akan mengisi setiap ruang kosong seperti
trotolr ataun di depan-depan pertokoan. Keadaan ini bukan
saja mengganggu kenyamanan tetapi keamanan dari berbagzai

‘bentuk tindak pidana seperti pencopetan, perampasan dan

sebagainva.
Pola kehidupan perkotasn yvang lebih cenderung kepada
sifat individualistik.

Kota menjadi tempat untuk hidup bersendiri. ITkatan-ikatan
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sosial vang bersifat paguyuban menjadi sangat kabur.
Hampir semua pola hidup ditantgkan untuk mendahulukan ke-

_pentingan sendiri. Solidaritas, lebih bersifat “gesell- ~

:schgft”'bukan'“gémenschaft“'yéitu éolidaritas vang tumbuhfif'

dan berdiri atas képentingan*kepentingan (interest) se~" 
mata-mata, apakah interest ekonomi, sosial, politik dan
'sebagaiﬁya. Pola hubungan ini dapét bersifat positif atau
negatif, karena pola hubungan tersebut akan mendorong
seseprang untuk memecahkan dan mengatasi masalashnya sen-
diri. Dia dapat melakukan kegiatan apapun vang halal
tanpa harus mempertimbangkan pandangan orang lain di
sekitarnya atau mengingat-ingat siaps dia dalam tatanan
sosial budaya aslinva. Hal ini akan menjadi medsal tak
terhinggsa untuk mendapsat kemajuan ataun memperbaiki
nasibnya. Tetaspi secara negatif, pola atau corak hubungan
sosial semzacam itu dapst menimbulksan:
a. Demi tujuan, dapat menghalalkan segala cara.

Yenomena "mafias tanah” di kota-kota tidsk terlepaé

dari egoisme yang menghalalkan segala cara tanpa meng-

hiraukan apakah orang lain akan menderita atau dirugi-

kan.

. Rasa keterasingan (alinasi) yvang akan menimbulksn pro-
seg frustasit vang memudahlksan seseorang tercampak pada

tindakan-tindakan vang menyvimpang bashkan kriminal.
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Q. Sikap acuh tak acuh dengan keadaan sekelilingnva.

Berbagai tindak kriminal terjadi di depan umum, aﬁadf_ff

diketahui tetangga, tetapi tidak ada hasrat untuk memflﬁn

‘ fbéfikah' pértolbngah étah-membérikan Eéntuén terhada§ﬂ J<

éi _kor@ana kargna_ketidakwacuhan atas keadaan orangi_“

lain.

Jurang antara kaya-miskin sangat menyolok di perkotaan
dibanding dengan di pedesasan,

Perbedsan tajam antars kaya dan miskin dapat wmenimbulkan
rasa kebencian dari kelompok masyarakat yvang kurang ber-
hasil. Rasa benci ini dapat meningkat meningkat menjédi
rasa permusuhan, sgsehingga timbul kesenjangan sosial dan
gejolak sosial. Apalagi kalau masyarakat mengetahui bahwa
penumpukan kekayaan pada sejumlah orang tersebut dipero-
leh dengan cara-cara yang langsung atau tidak langsung
merugikan orang banyak. Rasa benci atau permusuhan ini
dapat menimbulkan tindakan-tindakan kriminal baik sebagai
pelampiasan maupun dalam upaya untuk ikut menikmati ke-
kayaan masyarakat vyang tidak mungkin mereks peroleh

dengan cara yvang wajar atau halal,

BE U e e A S ERE P TR SR BIHE va kKota {urban
culture).
Telah disebutkan dimuka bahwa urbanisasi terjadi ksarensa

berbagai latar belakang. Karena itu yang berdatangan ke
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kota terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dengan -
~berbagai corak latar belakang budayanya. Berbagai corak_f
Ibudaya akan mempengaruhi kehidupan perkotaan paling tidak~ ~

‘dalan dua hal:

a. Budaya atau sekurang-kurangnya kebiasaan desa (rural

culture) tetap dijalankan meskipun telah hidup di kota.
Tidak‘jarang bpdaya atau kebiasaan itu terasa sebagai
faktor pengganggu dalam kehidupan perkotaan seperti
soal-secal kebersihan, disiplin dan sebagainyva. Dalam
keadaan semacam 1tu kota lebih merupakan “the big
village” dari pada suatu kehidupan perkotaan vang
“urbanized."

b. Berbagai budaya yang dibawa dipertahankan oleh masing-
maéing kelompok di kota, akan bertemu dengan budaya-
budaya lain. Pertemuan berbagai budaya ini untuk se-
bagian menimbulkan "cultural tension" atau ketegangan
antara budaya. Hal-hal semacam ini medorong puls tum-

buhnya berbagai kerawanan dalam kehidupan perkotsan.

Seperti halnya uraian mengenai bentuk-bentuk dan sifat

kejahatan perkotaan, gambaran mengenal keadasan perkotaan

tersebut baru merupakan sebagilan saja dari keadaan perko-
taan, vang wmenurut pendapat penulis berpengaruh terhsedap
kejahatan atau tindak pidana perkotaan. Seandsinya asumsi

menganail keterkaitan inil benar, maks dalam upaya menvusun
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suatu kebijaksanaan penanggulangan kejahatan yang integra-

tif, diperlukan juga upays-upava menata kembali perkotaan

.Secara integral.




BAB IIT
PERKEMBANGAN KEJAHATAN PERKOTAAN

A. DIMENSI KEJAHATAN PERRKOTAAN SELAMA LIMA TAHUN DI TIGA
KOTA BESAR

Upava pemahaman dan pengkajian masalah kejahatan per-
kotaan vang disajikan dalam skripsi ini bersumber dari pene-
litian (atau lebih tepat temuan-temuan sgmentara} atas dassar
data sekunder dari kepolisian, sebelas kejahatan vang
terjadi di beberapa kota besar di Jawa, khususnya di wilayah
(a) DEKI Jakarta Raya, (b) Kotamadya Surabava; (c) Kotemadys
Bandung. Pemilihan wilayvah ini bertolak dari pengelompokan
karakteristik kota sebsagai kota megapolitan (sub a) kota
metropolitan (sub b); dan kota yang tidak termasuk kedua
klasifikasi tersebut (sub c¢). Pengkajian ini didukung pula
atas dasar data primer hasil penelitian dan pengkajian Tim

Fakultas Hukum Undip tahun 1982 di empat kota besar di Jzwa.

Hasil tTemuan atau pengamatan dari renelitian  tersebhut
disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. Recenderungan kejahatan pervkotzan dan beberapa faktor

vang terkait.




37

2. Rajian sekitar perilaku kenakalan di kalangan remaja di
perkotaan,-dan

-8.:A1ternatif-kebijakan kriminal sebagsai langkah'antisipgsifﬁﬂ}
.té#ﬁééé§ kejahatan perkétéénfl - - |

Diharapkan dengan sistematika uraisn di atas akan
dicakup kajian yang menyeluruh sekitar permasalahan kéjahatm
an perkotaan, khususnya dalam rangka memahami, mengerti
hakekat permasalahan serta latar belakangnya.

Dilihat dari frekuensi kejahatan, Jjumlzh 11 (gsebelag)
Jenig kejahatan tertinggi dalam periode lima tahun terakhir
(1888 ~ 1993) terjadi di wilayah DKI Jaya, ysitu rata-rata
185.802 kasus per tshun atau sekitar 95,03% dari keseluruhan
rata-rata kejahatan yang terjadi di tiga wilayash perkotaan
vang menjadi lokasi penelitian , disusul kemudian di wilayah
Kotamadya Surabava (rata-rata 84B2 kasus atau sekitar 3,30%,
di. wilayah Kotamadya Bandung {(rata-rata 3225 kasus atau
sekitar 1,858%). Untuk jelasnya ganbaran tersebut dapat di-

l1ihat dalam tabel 1.

1Hasil Penelifian Tim Fakultas Huokum Universitas
Diponegoro, Semarang, 1882.
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TABEL 1
DISTRIBUSI FREKUENSI KRIMINALITAS PERKOTAAN
TAHUN 1989-1983

3 | I ¢ i ]
E i J 3 . ¥ 3
i NO.} TAHUN | DRI JAYA | SURABAYA ; BANDUNG H
b o e e e e e e o ot e o e eI e e T —— e e e v e v ———— |
o : | | :'
{ 01 | 1988 | 21.113 " 7.177 ‘ 3.051 H
f I i 1 i 1
k J H i ! i
y 02 | 1880 | 18.240 i 5.958 | 3.608 '
3 t i 1 i ?
¢ } $ 1 i i
\ 03§ 1891 17.801 X 6.276 : 3.501 :
P i 1 1 1 f
3 f i 1 i ]
p0d 1882 17.738 ; 6.168 o 3.125 H
£ { 1 I i ]
F i i 3 i i
i 06 1 1893 | 17.808 ] 6.771 : 2.758 :
1y & | | | |
LY. e R A A . W .. e S S NI SO W TN ). WIS ol . T T 1
i 1
: : : | |
i  NILAIX H 185.802 : 6.4862 : 3.225 :
i RATA-RATA | ( 95,034%) i (3,30%) | (1.858%) H
\mmmmm oD /

Sumber: Data Sekunder Kepolisian, sebelas jenis kejahatan

DRI Jaya, Kotamadya Surabayva dan Bandung.

Gambaran demikian itu apabila dihubungkan dengan faktor
jumlah penduduk di lokasl penelitian, terlihat gambaran

sebagai berikuet: Angka rata-rata kejahatan psr- 10.000

penduduk (crime rate) di DEI Jaya 24, di Sursbaya 20, di

Bandung 19. Untuk jelasnva dapat dissjikan tabel 2 berikut.
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TABEL 2

~ CRIME RATE PER 10.000 PENDUDUK
. PERIODE TAHUN 1889-1983

o D : ! CRINE !
! No.) WILAYAH | 1888 | 1880 | 1991 | 1982 | 1983 | RATE '
o e o v s e e e e I e———— N o o e e e e e e e o o oot e o ot e 3
A : ! : ! ! : f
v 81,1 DKI JAYA; 22 l 22 ! 21 ! 22 ! 21 124 !
] H ¥ F t ] * i i I
] EH EH i § ] i ] 1
i 02Z.! SURABAYA! 32 ' 16 : 17 ! 17 ! 17 ! 20 :
! EH EH H H i H ) 1
H i ] 1 § i L ] § 1
! 03, BANDURG | 22 ! 20 H 19 ! 17 ) 15 ! 19 !
ro : : | : : | !
N . N SRS 8 S, { ) W S—— Y,

Sumber: Data Sekunder Kepolisian sebelas Jenis Kejshatan.

Dari paparan tabel tersebut di atas, bila kemudian
dilihat dari Crime Total, DEI Jaya menempati urutan terting-
gi dan berbeda jauh dengan kotas-kota lainnya. Namun setelah
dilihat dari Crime Ratenya, maka ternyata selisihnya tidak
jauh berbeda dengan kondisi di  Surabaya. (DRKI-Jaya 24
kejadian per 10.008.penduduk). PDemikian pula halnya dengan
perbandingan Crime Total, Surabaya yang menunjukan angka
vang lebih besar dibandingksn dengan Bandung, ternvata apa-

bila kemudian dilihat dari besarnya c¢rime rate, Bandung

Justru menunjukkan angka kejahatan mendekatai Surabayas (139%)
dibandingkan dengan Surabaya (20%).
Dilihat dari frekuensi ecrime indeks perkotaan dipsr-

~oleh gambaran, bahwa jumlah rata-rata kejadian Jjenis-jenis
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B

~ kejahatan tertentu per tahun DKI Jaya (185602Z) menempati
urutan tertinggi, disusul kemudian di wilayah Surabaya
(B482), dan Bandung (3225). Dalam hal inli patut dicatat
bahwa Jjenis-jenis kejahatan vang dipersepsikan oleh pimpinan
POLRi sebagai kejahatan yang menonjol di wilayah 4perkotaan
adalah 11 (sebelas) jenis kejahatan (lihat tabel 3).

Adapun Jjenis-jenis kejahatan tersebut merupakan crime indeks
di perkotaan, yang terdiri dari: (s) Pembunuhan, (b)‘ Penga-
niayaan Berat, (c) Pencurian dengsn pembetaran, (d) Pencuri-
an dengan kekerasan, (e) Pencurian kendaraan bermotor, (F)
Pemerasan, (g) Perjudian, (h) Perkosaan, (i) Kebakaran, (k)
Narkotika dan (1) Kenakalan Remaja.

Dari 11 (sebelas)} Jjenis kejahatan yvang paling menonjol
dapat digambarkan rata-rata per tahun adalah sebagai beri-
kut: Untuk DEKI Jaya, pencurian dengan pemberatan (7854 kasus
atan sekitar'42%) ; pencurian kendaraan bermotor (5228 kasus
atan sekitar 28%): pencurian dengan kekerasan (2880 kasus
atan sekitar 15%); penganiayaan berat (1323 kasus atau seki-
tar 7,4%) dan pemerasan (474 kasus atau sekitar 2,8%);
kebakaran (440 kasus atau sekitar 2%); Narkotikas (184 kasus

atauy sekitar 1%). Sedangkan di wilayah BSurabaya kejshatan

vang mencnjcl ialah pencurian dengan pemberatan (11¥3 kasus
atau sekitar 36,8%); curanmor (1130 atauw sekitar 32,4%);
pencurian dengan kekerasan (430 kasus atau sekitar 13,3%);

penganiayaan berat (205 kasus atau sekitar ©,8%); pemerasan
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{158 kasus atau sekitar 4,9%); kebakaran (59 kasus atau_f-

sekitar 1,8%); perjudian (44 kasus satan sekitar 1,4%),

perkosaan (42 kasus atau sekitar 1,3%); pembunuhan (19 kasusff }
atau sekitar 0,8%); narkotika (12 kasus atau sekitar 0,4%);
dan kenakalan remaja tercatat sebesar (10 kasus atau sekitar =

0,3%2). Untuk jelasnva gambaran kejahatah konvensional yang'

mencnjol di  berbagail kota tersebut disajikan dalam tzbel

berikut:

TABEL 3
KEJAHATAN KONVENSICONAL YANG MENONJOL DI PERKOTAAN
PERICDE 1888-1893

/e \
' ! WILAYAH !
i NO JENIS KEJAHATAN |- i
! i DRI JAYA | SURABAYA | BANDUHG !
YR R~~~ - WA Ry THER g ' & 7 Buiataiaidy Py 7 —————— i
! 01. Currat ] 42 % ! 46,4 #% | 36,8 % |
i 02. Curanmor ' rnia ) e 18,4 % | 32,4 % 1}
i 03. Curras : bl ! 15,2 % | 13,3 % |
i 04. Anisya berat ! 7, 4% 13,1 % 1} 6,7 % |
i 05. Pemerasan ; 2,8% | 1,7 % ! 4.9 % |
i 08. Kebakaran H 2 % 1,8 2 | 1,8 % |}
i 07. Pembunuhan : 0,5% | 0,8 % | 0,8 ¥ 1
i 08. HNarkotika ! R S 0,4 % | c,d % |
i 09. Perjudian ' 0,4% | 1,8 % | 1,4 % |
i 10. Parkosaaan ! 0,8% ! 0,8 ¥ | 1,3 %
v 1i. Kenakalan remaja | )L e 0,3 % | Q0,3 %
] F 1 1 i
E i 1 I ]
N 7 i /

Sumber: Data Sekunder Kepolisian.

Sebelas Jenis Kejahatan di DEI., Surabava, Bandung.
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Dari gambaran tersebut terlihat hal-hal sebagai

berikut:

a.

Kejahatan menonjol vang terlihat di semua kota izlah

pencurian dengan pemberatan (currat); pencurisn kendaraan ...

bermotor (curranmor); pencurian dengan kekerasan {(curas).
Dari 11 (sebelas) jenis kejahatan menbnjol tersebut di
atas, maka "currat" merupakan Kejahatan vang menduduki
paling tinggi dan dominan dari tshun ke tahun. |
Sedangkan “ecuranmor"” menduduki rangking kedua bahkan di
Bandung{ ada kecendefungan akan menyvamai dari jumlah pre-
sentase dengan currat. ”

Pencurian dengan kekerasan terlihat merata di ketiga kota
besar tersebut dan cenderung meninghkat.

Dari temuan-temuan di atas, patut dikemukaksn beberapsa

catatan sebagsi berikut:

a.

Dari sebelsas kejahatan yang terekam dan menjadi “crime
indeks"” masing-masing kota terlihat, bahwa kejahstan yang
terjadi di perkotaan pada umumnya masih menunjukan Jenis
kejahatan tradisionasl atau kejahatan konvensional. Keja-
hatan vang sagak menunjukkan Lkarakteristik perkotaan

ialah: Curranmor, curras, narkotika dan kenakalan remaja.

Kejahatan curranmor dan curras ada kecenderungan mening-
kat di semua kota dan menyusul kepada prosentase besarnya
kejadian dari kejahatan dengan pencurian pemberatan de-—

ngan berbagai modus operandi yang secara kualitatif me-




ningkst.

4

Menonjolnya kejahatan "curanmor” di perkotaan merupakan
”hal“hal_.yéﬁg_nampaknya wajar karena kendaraan bermotor

. memang banyak terdapat di kota, dan bahkan merupakan ka- .

-Tffggteristik~lperkbtaan. Selain dafi-péda itu kehdaraaﬁffﬂﬁf

bermotor merupakan salah satu kebutuhan yang mendapat

prioritas tinggi untuk kehidupan perkotsan. Ini berarti

merupakan peluang pasar vang diperkirakan Jugs $ebagaig'm

salah satp faktor konduksif atau salah satu motivasi yang
melatar belakangi meningkatnya "curranmor.”

Apébila dibandingkan, "curranmor’ yang terjadi di
‘berbagai kota lokasi penelitian, ada fenomena vang cukup
menarik, telah dikemukaskan di atas, bsahwa walaupun cur-
ranmor terjadi di semus lokssi penelitian, namun prosen-
tase vang paling menonjol terjadi di DKI Jaya dan Bandung.
Kejahatan menonjol vang disajikan dalam tabel di atas di-
dasarkan pada data sekunder kepolisian. Dari data
kepolisian ini terlihat bahwa kejahatan yang menonjol
adalah kejahatan terhadsp harta benda (yaitu currat,
ecurras dan curranmor), Serta penganisyaan berat.

Ukuran "menonjol” dari dats kepolisisn inipun lebih

menonjolian sifat kuantitatif (hanyva dilihat dari anghka-
angks . kuantum/frekuensi kejshaztan). Apabila kemudian ma-
salahnya dicoba didekati melalui pemazahaman dan persepsi

masyarakat (aparat penegak humum dan tokoh formal masya-




rakat), maka gejala kriminalitas yang menonjol di Wilayah;f:g

perkotaan dapat disajikan dalam tabel berikut:

| 'TABEt 4
 5ENIS—JEN1S KEJAHATAE_YAEG DIPERSEPSI
KALANGAN RESPONDEN PENELITIAN
PERICDE 1888-1882

(N = BO)

F R e e e \
i i ; i
PNO. JENIS KEJAHATAN ! PROSENTASE |
A Y S . /A A AN, WS o W e\ 1
[ | |
' '01. ! EKejahatan terhadap harta bendsa : a2B6,67% :
] ] t ]
1] ] ! F
i 0Z. | EKenaksalan remaja H 20,00% j
1 ¥ i ]
H i I ]
1 03. ! Kejahatan terhadap badan ; 13,33%

13 t 1 ]
i ] H 3
! D4. ! EKejahatan terhadap nyawa ! 10, 00%

i ] | psepmpsn.y ¥ 1
: : 2 ?
! } TOTAL i 100,00% !
i i : i
I R /

Sumber: Tim Penelitian FH~-UNDIP, Pra Seminar Kejahatan
Perkotaan, Jakarta 286 Oktober 1892.

N : Jumlah Jawaban.

Di samping itu untuk kejahatan-kejahatan Non Konvensio-

nal, persepsi responden dapat disajikan dalam tabel berikut:
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TABEL 5
JENIS-JERIS KEJAHATAN NON-KONVENSIONAL
YANG DIPERSEPSI:RESPOﬁDEN DI PERKOTAAR
PERIOﬁE 1888-1982

(N = 145)
A= | | . g A
| NO. |  JENIS REJAHATAN NON-KONVENSIONAL |  PROSENTASE |
T 7R RN T |
j 0t. E Bank Gelap E 24,15% E
:: 02, :: Pencemaran Lingkungan 20,68% ,
E 03. ; Permainan Valas } 17,25% 3
E 04 . E Pembajakan (buku, kaset, progran % E
E i komputer) E 15,17% E
g 05. { Penyalahggnaan wewenang % 10,34% E
E 08. é Pemalsuan i 6,90% g
{ 07. { Cek dan Giro Bilyet Kosong E 3,45% é
f a8. ; Perpajakan i 2,08% s
BN Y/ ;
' : TOTAL ! 100, 00% !
A T e e e e e /
Sumber: Tim Penelitian FH-UNDIP Tahun 1992
N Jumlah Jawaban

Hal wyang menarik untuk diungkapkan sshubungan dengan

persepsi tersebut, menyangkut masalah kenakalan remaja.

Henurut catatan kepolisian massalah ini tidak menonjol, sela-

ma pericde lima tahun (1989-1993) DKI Jaya hanya terekam 58




- kasus  (0,3%), Surabaya hanya 20 kasus (O 3/) dan ’Bandung;hh

'._hanya_lﬁ.kasus (Q,Sé). Namun setelah dlcoba dlunghap melalu1 4;T

' xpemahaman dan persep51 responden, ternyata kenakalan remaaa{*ifa

:]udlpersep51kan sebagal salah satu bentuk kegahatan perkotaanfff ,x

”ff 5Ya8g cukup menonaol (termasuk perzngkat kedua atau sekltarff.*“

20,00%).

B. KONDISI LINGEKUNGAN YANG HMENDORONG LAJUNYA KEJAHATAN
PEREOTAAN
Rondisi lingkungan yang menunjang tumbuhnyzs kejahatan
tersebut pada pembangunan Jangka FPanjang Tahap I telah
memberikan peluang:

1. Adanya demonstration effect dari kekayaan yang bersifat
‘negatif, dapat menimbulkan persaingan vang kurang sehat.
2. Kebutuhan hidup di kota-kota besar yang jasuh lebih besar
dari pada kebutuhan hidup di kota-kota kecil, mendorong

orang untuk menempuh jalan pintas.

3. Akibst tumbuhnya intelektualisme di kota-kota besar, mne-
nimbulkan juga kebutuhan akan penghargaan, sehingga go-
longan-golongan intelek tidak jarang melakukan kejahatan.

4. Adanya sarasnz-sarana canggilh yang dipunyal olseh golongan

menengah dapatit memberikan peluang bagi tumbuhnya sophis-

ticated-crime.
5. Tekanan~tekanan ekonomi vang cukup dapat wmenimbulkan
stres pada parang-orang tertentu yang tidak Jarang ber-

akhir pada bunuh diri, atau terjerumus pads ketergantung-
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an obat.
Kebutvuhan skan mobilitas vang cepat mendorong orang untuk

- menguasai alat transportasi walaupun secara illegal.

Persaingan yang tajam dan. keras antara para individu, me=- ... .

-nimbulkan upaya untuk menjalin kerjs sama dalanm mélakukanfff;

kejahaién ”sehinggal menimbulkan ofganiqed crime, dari
bentuknya yang sederhana seperti geng sampai pads sejenis
mafia (mengkoordinasikan kejahatan tertentu di wilayah
tertentu).

Sulitnya mendapat pekerjaan, lebih-lebih para intelektusl
dapat melahirkan intelectual crime (intelektualitasnya
disalurkan untuk melakukan kejahatan).

Kesibukan orang tua dalsm memenuhi kebutuhan sehari-
harinya, tidak jarang menelantarkan anak-anaknya, sehing-
gz menumbuhkan kejahatan anak-snak.

Dalam suatu makalahnya, Koeparmono Irsan mengutip pen-

dapat Fohen dan Fesion dalam salah satu tulisannya “Socisl

Change and Crime Rate Trends” menulis bahwa:

Penelitian menunjukkan terdapatnya perbedaan yvang dra-
matis dalam probabilitas tentang situasi nyata yang me-
nyebabkan perilaku jahat. Penemuannya antars lain vyang
didapat dari penelitian, memberikan sumber informasi
vang penting yang berkaitan dengan kesempatan melakukgn
kejahatan dalam kehidupan bermasysarakat di kota-kota.

ZKoesparmono Irsan, "Kejahatan Di Kota-kots Yang Dapat

Diperkirakan Dalam PJIPT II," (Makalah Prs Sewminar, Semarang,
1 Sepetember 1992), hal. 13.
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Kejahatan mutualistic paling sedikit mempunyai produsen
dan konsumen dari barang~barang terlarang atas pelayanan, 
vang berkaitan dengan mekanisme, fasilitas atau barang-
baréﬁg yang terlibat dalam perilaku. Xejahatan compeﬁive [
biasanya berkembang pada situasi yang dapat menghasilkan dan
menimbulkan agresi, khususnya yang melibatkan pemuda, peng-—
gunaan alkohol atau obat-obatan dan ketidakhadiran orang
dewasa.

Secara umum, situasi cenderung menimbulkan kekerasan
bilsa .terdapat sikap vang bermusuhan, objek persaingan,
provacateurs, dan ketidskhadiran orang-orang yang mampu men-—
damaikan. Kejahatan individualistis memerlukan paling sedi~-
kit ketidakhadiran orang-orang yang mamnpu mencegahnya.
Penjahat exploitative secara umum melibatkan paling gedikit,
pelaku vyang sesuai, sasaran yang tepat, dan ketidakhadiran
seseorang yang mampu mencegah pelanggaran. Kejahatan cende-
rung berkaitan langsung dengan pembangunan perkotaan.

Bila crime rate dipelajapi pada kota~kota yang ber-
kembang di Amerika menunjukkan bahwa, 57 kota vang berpendu-
duk lebih dari 250.000 orang mempunyai rate melebihi 5,818

kota yang berpenduduk kurang dari 10.000 orang, dalam hal

tertentu, terdapat dua kali lebih besar pada kejahatan pen-
curian dan aggravated asssult, emnpat kali lebih bezar pads
pencurian mobil, lima kali lebih besar pads pembunuhan,

perkosgan dan empat belas kali lebih besar pada perampokan.




' Demikian juga jumlah penjshat vang ditangkap lebih banyak di::,_
_kota besar ketimbang di kota-kota lainnya. :

':Hénurut FBI peningkatan kejahatan kota .disebabkan palingff;:~

_ $édikit -ka;ena;adanya urbanisasi yang tidék terkendali 'dilﬁf-'

Amerika.

Archer dan Gartner menulis dalam makalahnya “Homicide
in 110 Hations:

The.- Development of Comparative Crime (1877), kejahatamz'

kota buksn hanya fenomena Amerika, rate tentang Lkeja-
hatan dengan kekerasan tumbuh lebih besar di wilayah

kota padsa semua negara industri barat, walaupun rate :

tgntang pembunuhan di kota-kota relatif tetap3 kalsu

dibandingkan dengan rate pembunuhan secara umum.

RKhusus mengenai rate pembunuhan, dari penelitian di
kota-kota, bahwa tidak ada hubungan antarsa rate pembunuhan
dengan Jumlah penduduk, yang nampak adalah hubungan antara
rate pembunuhan dengan internal culture dab social pattrend.
Tidak semua negara, dan jugs tidak semua kota, mempunyai
rate dan pulas kejahatan yang sama. Di hkeots-kots industri
biasanya mempunyai secara proporsional lebih banyak kejahat-
an terhadap harta benda dari pada kejahatan perorsngan.

Clinard dan Meier delam bukunya Sosioclogy of Deviant

Behavior menulis bahwa:

Ibid., hal. 14.
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Penelitian di Amerika dan negara lain telah menunjukkan
suatu hubungan korelasi vyang dekat antara derajat
urbanisasi dengan rate kajahat&n dengankekerasan dan
kejahatan terhadap harta benda.

Penjelasan mengensai hubungan ini terletak pada ling-

kungén urban ity sendiri. Umumnya pada abad kedua puluh,
penduduk kota-kota cenderung menjadi heterogen dengan kon-
sentrasi pad aorang-orang yang mempunyai latar belakang
budaya yang berbeda-beda dan tinggal pada satu wilay#ﬁ, se-
ring menyebsabkan timbulnya conflict.
Kejahatan dan delikuensi adalah product dari suatu kegagalan
mekanisme social control yang dibantu dengan penurunan dari
kesatuan dalam primary group sebagai akibat kenaikan vang
cepat dari populasi, kepadatan penduduk dan heteroginitas.
Keadaan di mana soecial control terhadap perilaku
individu melemaﬁ sering disebut sebagai "social disorganiza-
tion." Walaupun demikian banyak pakar sosiologi dan crimi-
nologi menolak konsep disorganisasi karens sangat subjektif
dan samar-samar, dan sering membingungkan antara sebab dan
akibat. Lebih lanjut, yang nampak sebagai disorganisasi se-
benarnysa akibat dari perbentangan santara ‘“quite well

organized social groups composing a sociaeti.” Beban terbe-




o1 T

rat pada urban crime adalah kejahatan terhadap harta benda,

dan apabila pengelompokan pada jenis perampokan, maks dapat -

diperkirakan Jjumlah kejahatan dengan kekerasan akan turunffff

sepertiganya.

Semua bentuk pencurian termasuk perampokan, pembongkar*;T'

an, pencopetan, penipuan, dan kejahatan jabatan, adalah
cenderung untuk menguasai komoditi. Tindakan individua dida-
sari oleh pemikiran ekonomi, dan perilaku Jjahat terhsadap
harta wmilik (kecuali vandalisme) dilakukan dengan tujuan
untuk mencari keuntungan. Fakta-fakta ini merupakan relevan-—
si khusus di mana individu mengejar keuntungan ekonomi vyang
merupakan keinginannya bahkan dianggap sebagsi cara berfikir
vang terpuji. Sebagai kenyataan bahws =status sociazl seseo-
rang secara luas didasarkan pada kedudukan ekonomi dan pemi-
1y e

Paul €. Friday dalam makalshnya tentang urban crime
menulis: "Theft thus represents not a rejection of the value
coclety has placed on property, but a reaffirmation of it.“5

Kejahatan terhadap harta benda, harus dipandang sebagai

perbuatan yang terjadi di antara struktur rational dan

motivational. Jenis kejshatan terhadap harta benda vang

Ibid., hal. 15.
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terjadi adalah tergantung pada pengertian harga bends bagi
si pelaku kejahatan denga situasi, kesempatan dan kondisi

urban untuk melakukan kejshatan. Oleh karena itu hubungan.

| éntéra nilai ekonomi, kejahatan harta benda dan kondisi

urban adalah sangat komplek.
Don Wallace dan Drew Humphries (Urban Crime and
Capitalist Accumulstion) mengatakan bahwa perubahan pada

kejahatan urban merupakan pencerminan dari pada investasi
bisnis. Alam bisnis dalam daerah urban memerlukan tenaga
ahli yang digaji tinggi, hal ini bagi buruh yang gajinva
rendah (karena bukan tenaga ahli) namun mempunyai ketram-
pilan khusus di bidasngnya, akan menjadi stress. Stress ini
akan meningkat menjadi inter#group conflicts dari sumber

daya yang mengecil, dan dapsat meningkatkan insiden-insiden

kekerasan.

Dari wuraian-uraian singkat tersebut di atas, dapatlah
diperkirakan bahwa kondisi hubungan perkotasan ada kecende-
rungan akan mendorong lajunya kejshatan perkotasn antara
lain:

1. Masih adanya kejahatan tradisional namun daya modus ope-—

randi vang lebih maju.

2. Kejahatan dengan kekerasan, kejahatan harga bendsa, perko-
saan sebagail akibat perubshan nilai-nilai dalam masya-
rakat yang berkembang maju.

3. Eejahatan idintelektusal, yaitu intelektuval vang disatukan

A S
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untuk melzakukasn kejshatan.

4. Kejahatan ekonomi, sebagai akibat gerak ekonomi vyang
makin cepat.

5. Sophisticated crime, kejahatan yvang rumit pembuktiannya.

8. Perjudian, ﬁelacuran dan penggunaan ocbat-obatan terlargng_
termasuk narkotika.

7. Bunuh diri, akibat stress yang tidak teratasi.

8. Tumbuhnya gang-gang remaja sebagai watak frustasi kawula
muda.

g. Kejahataq vang dilakuksn oleh wanita, karena peran wsnita
dalam mencari nafkah sudah meningkat.

10. Pencemaran lingkungan hidup, sebagai akibat meningkatnva

industri.

C. RONDISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAEKU SEKARANG
Semenjak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunvsi
hasrat untuk hidup secara teratur dan selalu berkembang di
dalam pergaulasn hidupnya. Oleh karena itu, maks manusiz se-
bagai makhluk vang senantiasa hidup bersama dengan segsamanysa,
memerlukan perangkat opatokan, agar supaya tidak terjadi

pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat vyang

berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan
tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berpsrilsku
secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandandan ne-

nilai vang sekaligus merupakan suatu harapan.
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Patokan-patokan untuk berperilakun pantas tersebut,

kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma

atau kaidsh tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan Q 

‘mengenal dpa vang dianggap baik atau dianggap buruk, yangq _ 

Jazimnya disebut nilai. Kadangkala, norma ataun kaidah
tersebut timbul dari pola perilaku manusis (yang ajeg),
sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang vyang
nyata.

Norma atan kaidash tersebut, untuk selanjutnya mengatur
diri pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang ke-
percayaan dan kesusilaan. Norma atan kaidah kepercavasan,
bertujuan agar manusisa mempunyal kehidupan vyang ber-Iman
sedangkan norma atan kaidah kesusilaan bertujuan agar mnanu-
sia mempunyai hati nurani yang bersih. Di samping itu, maka
norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi ma-
nusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum.
Norma atau kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengslami
kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersana
dengan orang-orang lain. Norma stau kaidah hukum bertujuan
agar tercapsai kedamaian di dalam kehidupan bersams, di marna

kedamaian berarti suatv keserasian antara ketertiban dengan

ketentraman, atau keserasian antara ketertiban dan kebebasan.
Ttulah vang menjadi tujusn hukum, sehinggs tugas huokum ada-
lah tidak 1lain dari pads mencapal suatu keserasian antara

kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.
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Kerangka berfikir tersebut di atas, akan dipergunakan -

sebagai titik tolak untuk membicarakasn masalah penegakkan .

chukum, khususnya mengenai faktor-fakitor yang mempengaruhinya;ﬂf
- Pendekatan utama yang akan dipergunakan adalsh pendekatan g

sosiologi hukum, yang pada hakikatnys merupakan cabang ilmﬁ.”'

hukum, khususnya 1lmu hokum kesnyatzan. Analisa terhadap
faktor"faktor vang mempengaruhl hukum, akan dilakukan pads
pelbagail kasus yang terjadi di Indonesia.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan
hukum 'terletak pada kegiatan menyerasikén hubungan nilsi~
nilai vyang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap
dan mengejawantah serta gikap tindak sebagai rangkaian pen-
jabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihsra dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mem-—
punyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih
lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakkan
hukum  bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-
undangan, welaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecende-—
rungannya adalah demikian, sehingga pengertian "law eﬁforcéw

ment” begitu populer. 8elain dari itu, maka ada kecenderung-

an vyang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai
pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlun dicatat, bahwa
rendapat-pendapat yvang agak sempit tersebut, mempunvai kele-

mahan-kelemshan, apabila pelaksanaan daeri pada perundang-
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undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan

mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. |

| Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di ata$ f5
déﬁatlah .aiﬁéfik suatu kesihpuiéﬁ ééméﬁtaﬁa, bahwa masaléﬁ{ f
pokok darl pada penegakkan hukum sebenarnyva terletak pada  
faktorwfaktér vang munghkin mempengaruhinyva.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-

faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai
berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, vang di delam tulisan ini akan
dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, vakni pihak vang membentuk maupun
menerapkan hukum.

3.‘?aktor 'sarana atay fasilitas yang mendukung penegakkan
hukum.

4. Faktor masysrakat, yakni sebagai hasil karya, cipta dan
rass yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaul-
an hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan

eratnya, oleh karena merupakan esensgi dari penegakkan hukum,

serta Jjuga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas pene-
gakkan hukum. Dengan demikian, maka kelims faktor tersebut
akan dibahas di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-

contoh vang diambil dari kehidupan masyvarakat Indonesia.




Di dalam skripsi  ini, maka vyang diartikan dengan ,'

undang-undang dalam arti material;

_3Peraturan tertulis yang berlaku umum. dan -dibuat~ oleﬁ:;q
. . Penguasa. Pusat dan Daerah yang sah. Dengan “.demikian, -
~-maka HUndang-Undang: dalam materlel (selangutnya _disebut}j:

Tﬁundang undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat. yang berlaku untuk semua warga nega4' ”

ra atau suatu golongan tertentu saja maupun yang
berlake umum bagi wilayah hegara.

2. Peraturan setempat yagg hanya berlaku di suatu tem-

pat atau daerah saja.

Mengenail berlakunya undang-undang tersebut, terdapat
beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang
tersebut mempunyal dampak yang positif. Artinva, agar supaya
undang-undang tersebut mencapail tujusnnva, sehinggs efektif.
Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlakuy surut; artinysa undang-

undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa
vang disebut di dslam undang-undang tersebut, serta

terjadi setelsh undang-undang itu dinyvatakan berlaku.

2. Undang-undang vang dibuat Penguasa yang lebih tinggi
mempunyail kedudukan yang lebih tinggi pula.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan
undang-undang yang bersifat umum, apsbila pembuatnya

- sama.  Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib di-
perlakukan undang-undang yvang menysbutkan peristiwa
itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut, dapat
pula diperlakukan yang luas atanpun lebih umum, yvang

-




o8

Juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-undang vyang berlaku belakangsn, membatalkan

undang-undang  yang berlaku terdahulu. Artinya:. . .

Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana
diatur mengenai sesuatu hal tertentu, tidak berlaku:
lagi apabila =ada undang-undang baru- yang berlakun

belakangan tetapi maksud ataw tujuannysa berlainan- .

atau berlawanan dengan uvndang-undang lama tersebut.

5. Undaﬁg—undang tidak dapat diganggu gugat.

6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masvarakat
mapun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaha-
ruan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-

undang tidsk sewenang-wenang atau sapaga undang-—-
undang tersebut tidak menjadi huruf mati.

Untuk memperjelas asas-asss tersebut di atas, akan
dicoba wuntuk menerapkan salah satu azas tersebut di atas
terhadap undang-undang vang berlaku. Di dalam assas pertama
dinyatakan, bahwa undang-undang tidak berlaku surut, padshal
di dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatskan, bahwa: “Térhadap
perkara  yang ada sebelum undsng-undang ini diundangkan,
sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.“8

Pasal tersebut yang di dalam penjelasannya dinyatakan

“cukup Jelas,” membuka kemungkinan untuk menyimpang dari

BIndonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Huokum Agcara Pidana, ps. 284 ayat 1.
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azas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

‘Persoalan lain vyang mungkin timbul di dalam undang-
undang, adalah ketidak Jelasan di dalam kata-kata vang b
dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. o
Kemuﬁgkinanuhal itu disebsabkan, oleh karena penggunaan katam f
kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atay
karena sosl terjemahan dari bahasa sasing (Belanda) vang
kurang tepat.

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kegimpulan
sementara, bahwa gangguan penegakkan hukum yang berasal dari
undang-undang mungkin disebabkan, karensa:

1. Tidak diikutinya asas-asss berlakunya undang-undang,

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangst dibutuhkan
untuk ménerapkan undang-undang,

3. Ketidak jelasan arti kata di dalam undang-undang yvang me-
ngakibatkan hkesimpang-siuran di dalam pensafsiran serta
penerapannya.

Kemudian masih Dbanyak lagi pasal-paszl dalanm Kiﬁih
Undang-undang Hukum Pidana yang harus dilakukan perubahan
seiring perkembangan kejahstan yang berdimensional, mengha-

dapi yang demikian, maka harus benar-benar dapat menerapkan

suatu ketentuan yang tidak perlu menimbulkan berbagai bentuk
menafsirkan di kalsngan ahli hukum khususnya dan masyarakat
luas pada uvmumnya. Sebab Undang-undang vang berlaku sekarang

masih produk peninggalan kolonial Belanda, sehingga masih
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sebagian dari salah satu pasal tersebut sudah tidak lagi .
sesuail dengan dan perkembangan masvarakat. Dan kejashatan-

kejahatan berdimensi tinggi, sehingga perlu menerapkan susty

sanksi hukum vyang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan3 f 

. pengertian bahwa ketentuan psassal tersebut mampu menjawsh

“bentuk kejahatan.

Di  lain pihak juga masih ada beberapa undang-undang

vang sebenarnya harus tercakup dalam Kitab Undang-undang
Huknm Pidana, namun kenyatsannva terpisah, sehingga contch

Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 fentang Tindak Pidana

Ekonomi.




BAB IV
PEHAHAHAN DAN PENGKAJIAN

4. KEDUDUKAN DAN FUNGSI KOTA

Pada dasarnya secara sosio-geografis kedudukan d
fungsi kota disatu pihak dapat diidentifikasikan sebasg
pusat pelayanan, pusat pemerintahan, pusat budava, pus
perkembangan sosial lainnya, namun di  lain pihsk kare
karakteristiknya mengandung pula faktor-faktor kriminog
vang harus diatasi bhersama secara terpadu dan sistematik.

Dengan demikian kedudukan dan fungsi kota, akan memba
konsekuensi antara lain:

1. Banyaknya pendatang di daserah perkotaan skan menimbulk
keragaman sosial budaya, vang pada gilirannya akan me
ciptakan ketegangan satu sama lain (cultural tension).
Ketegangan ini cepat atau lambat akan merupakan sal
satu pemicu timbuinya kejahatén—kejahatan tertentu.

2. Proses modernisasi cepat atau lambat akan mengendurk

THE e~ T HET e gos1a T dan e Tuayga KepentTingan~kepentin

an pribadi dalam bidang politik, ekonomi, sosizl buda
dan sebagainva, digadari atau tidsk zkan merubah ikata

ikatan sosial yang bersifat paguyuban (Gemeinschaft) ne



jadi ikatan sosial yang bersifat _pétembayan (Gesse
schaft).

Pola_yapg terakhir in@ di samping dapat bersifat posit
._{@iéalnya Jtumbuhnya_kemandirian), dépat pulsa berdémg
néééﬁif seperti berkurangnya kontrol_sosial, rasa keter
singan, sifat.egoisme, sikap acuh tak acuh terhadsap é
saﬁa, mundurnyva solidaritas sosizal, budayva materizlis
dan sebagainya. Hal-hal semacam ini dapst menumbuhk
perilaku yang menyimpang dan memberikan peluang teriad
nya kejahatan akibat ketahanan sosizl vang rapuh.
Tumbuhnya kesenjangan sosial baik vang bersifat ekonom
maupun non ekoncmis yang semakin tajam akan dengan mud
merangsang timbulnya rasa permusuhan satu sama lain, vyal
bersifat kriminogin dan viktimogin.

Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dibandingk
dengan pertambahan penduduk di perkotaan yvang terus m
ningkat, akan menimbulkan pengangguran. Di lsinm pih
tuntutan antuk hidup dan effek demonstratif vang hersif
ekonomis di perkotaan akan merangsang mereka yang tid:
kuat imannya untuk melakokan tindak pidana.

Kompleksitas kehidupan, mobilitas horisontal dan vertik

vang semakin meningkat dan hubungan-hubungan hukum va
'juga semakin bervariasi akan mengurangi efektivitazs p:

ngawvwasan, baik vang bersifat internal maupun eksterna



Perbuatan-perbuatan vang bersifat koruptif dan penvals
gunaaﬁ wewenang dapat menjadi semakin meningkat.

6. Pemanfaatan mass media balk cetak maupun .elektrqni
'(péfs; film; TV, surat kaﬁar dan 1ain4iain} tanpa dila
daéi__rasa tanggung jawab sosial yang tinggi akan mend
rong dan mengembangkan perilaku yang negsatif.

7. Management pemerintahan dan pembangunan perkotaan va
belum mantap dan bersgifat sektoral, khususnya dal
kaitannyas dengan penataan ruang, menjadikan kurang efe
tifnya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap ha
hal vang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman d

kesejahteraan masyarakat kota.

Dengan wengkajl kompleksitas permassalahan tersebut ma
dapat disimpulkan bzhwa sebab musabab perkembzngan kejahat
perkotaan tidak mungkin bersifat tunggal. "Interface” pe
magsalahan dalam arti terjadinya interaksi, interkoneksi d
interdependensi  antar pelbagai faktor kriminogin pas
terjadi.

Dengan demikian dapat pula dinvatakan di sini bahw

analisis yang harus dilakukan dapat menggambarkan, menjela

RER T HeER BN E R A DR AN AN e DU E T pTred T HEY U pEYRenmbENEAan T d
penanggulangan kejahatan perkotaan tidsk dapat dilakuk
atas dasar suatu teoril tunggal memata-mata. Masa depan teo

kriminologis harus dikembangkan secara fterpadu, atas das



pendekatan deduktif-induktif, sehingga dapat dijadikan par
digma yang realistis serta bersumber dari nilai sosial bud
va bangsa, untuk memecahkan masalah-masalah kriminalit

padaxumumnya dan kejahatan perkotaan pads khususnya.

B. DAHPAK PEMBANGUNAN KOTA TERHADAP PERUBAHEAN SOSIAL
Sebagaimana dinyatakan dalam Perasturan Menteri Dal
Negeri Nomor 4 Tahun 1880 tentang Pedoman Penyusunan Rencs
Kota, bahwa pada  hsakikatnyva kota = wmempunyai dua nac
pengertian. Pertams adalah sebagai suatu wadah vang memp
nyai batasan administrasi wilayah, seperti Kotamadya d
Kota Administratif sebagaimana yang telsh diatur dalam pe
undang-undangan .
Kedua kota sebagai linghkungan kehidupan vang mempunyai. el
non agraris, misalnya Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamat
Qéné berfungsi-sebagai pusat pertumbﬁﬁan dan pusat pemukinm
Dalam kaitan ini, suatu kota memegang peranan utama sebaga
a. Pusat pemukiman penduduk yvang dalam proses kehidup
selalu berubah-ubah selaras dengan faktor perke
bangannvsa;

b. Pusat kegiatan penduduk vang menempatkan keduduka
nva sebagai pusat pemasaran dan pelayanan peningka

an produksi dari kegilaten eskconoml maupun pus
pelayanan sosial, politik dan budavs;

o, Pusat penvediasn fasilitas penunjang pertumbuh
daerah bhelaskangnva, atau kota sebagal terminsl ja
distribusi;

d. Pusat pendorong dalam proses pewbangunan Daerah d



Nasional.l

Menyadari fungsi pentingnya kota tersebut, maka pels
sanaan pembangunan kota perlu mendapatkan penanganan seric
_Péiakéanaaﬁ_.pémbanguﬂan ﬁerkétaan selama ini telah cul
berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Jumlah penc
dul perkotaan yang hidup di bawab garis kemiskinan mengals
penurunan dari kira-kira 10 juta C(hampir 38 persen ds
Jumlah penduduk perkotzan) di tahun 1878, menjadi kira-ki
9,4 juta (kira-kira 17 persen dari Jjumlah penduduk perkot
an} 41 tahun 1980. Sisa jumlah penduduk perkotasn yvang mas
hidup di.bawah garis kemiskinan inilah yang antara lain me
diami kawasan kumuh atauw "slum.”

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, pelaks
naan pembangunan perkotaan di Indonesia juga dihadapkan pa
relatif tingginva arus urbanisasi. Sebagal contchnya, bah
selama 28 tahun, dari tahun 1961-19888, penduduk Jakar
teléh bertambah dua sgetengah kali lipst. Dengan Joml
penduduk yvang kini mencapai hampir delapan juta jiwa, Pers
rikatan Bangsa-Bangsa (FPBR) memperkirakan jumlah ini ak

berkembang menjadi 18 Jjuta pada tahun 2000-an, dan Jakar

lYogi S. Hemet, "Pemahaman Rejshatan Perkotasan Sebag
Upaya Penvusunan Rebijakan Kriminal Yang Integrati
Pra Seminar, Jakarta, 26 Cktoeober 1882Z2), hal. 3.



akan menjadi salah satu megecity dari 22 megacity di duni
Ataun merupakan kotz terbesar ke-8 di Asia setelah Toky
Shanghai, Reijing, Bombay cdan Calcuta.2

' .0leh karena perkembangan kota tidak bisaz dilepask
6ari laju pertumbuhan penduduknya, maka pada dasa war
sekarang dan mendatang akan terjadi transformasi konsentra
Jumiah penduduk dari daerah pedessan dan perkotaan. Tid
mengherankan Jjika tidak sebagian besar negara di dunia Kk
tiga lebih  memberikan prioritas pembangunan pada daer
perkotaan, terutama sekali disebabkan eksistensi kota seb
gal pusat terkonsentrasinya berbagai aktivitas, sepert
perekonomian, pemerintahan, pendidikan, hiburan dan keseha
an. Meskipun bukan berarti bahws pembangunasn desa kemudi
diabaikan sama sekali. Pemusatan ekonomi terntama di kot
kota besar inilah yvang kemudian menyebabkan terjadinva k
timpangan atau kesenjangan antara strata kotz dan desa, d
sekaligus menyebabkan kota menjadi dava tarik tersendi
bagli penduduk pedesaan untuk berurbanisasi.

Daya tarik kota tersebut selanjutnva disertai pu

dengan adanya daya dorong kepadsa penduduknya untuk pindah

kota ataun berurbanisasi, antara lain berupa semzkin terb

Ibid.



tasnya lahan pertanian dan menurunnya "prestise" sebag
éetani terutama di kalangan pemuda yang berpendidikan, ser
1terbatasnya_aktivitas ekonomi di pedesaan. Kondisi terset
;.ygﬁgl telgh mendorong.ﬁémakin tumbuh:déﬁ-berkembaﬁgﬁya kc
 serta semakin besarrnya arus urbanisasi.

Sementara itu sebagaimana di ketahui bahwa urbanisé
dan pertumbuhan kota merupakan titik sentral penyebsb «
ningkatnya bilaya-biava sosial (social cost) seperti krim
nalitas, memburuknya ekologi kota serta permasalahan pen
kiman perkotaan dan meningkatnya kebutuhan akan sarana d
prasarana transportasi dan komunikasi serta pendidikan d
kesehatan. Makin besar dan berkembang sebuah kota, semak
besar pula biaya sosial tersebut. Besarnya jumlah pendud
perkotaan disertal dengan terjadinya ketidak seimbang
antara laju pertumbuhan angkstan kerja dengan jumlah lapan
an kerja vang tersedia, telah menvebabkan semakin bertamba
nya jumlah pengangguran.

Sementara itu, mental "entreprenur” atau mandiri d
berwiraswasta tanpa harus menggantungkan diri kepada ulur
tangan pemerintah atau swasta untuk mendapatkan pekerjaa

belum' membudaya dalam masyarakat. Eftos kerja dan et

berusaha masyarakat masih lemah, sehingga mereks leb
bersifat pasif. Masyarashksat terbuktl sebagian besar masg
bermental "privavi,” dalawm pengertian mereka lebih mengut

makan "prestise” atau harga dirl dan =ztatus sogsial dari pa



pregtasi. Kondisi ini sebetulnya dapat juga ditelusuri ds
pola pendidikan formal dan pendidikan informal dalam masy
?akat_ygng;bgrlangsung di Indonesia.

:  -Tinggiﬁya angka penganggufén di ﬁerkotaan_yang kemudi
disg;tai__aengan memudarnya nilai-nilai atau norma-nor
dalam masyarakat inilah vang pada akhirnya merupakan pemi
utama meningkatnya kriminalitas atau kejahatan perkota
(urban crime).

Secara kelembagaan, kegiatan perencanaan kota merupazak
fungsi”yéng meiekat pada penyelenggaraan-pemerintah. Perti
bangan dasarnya terutamz karens rencana tata ruang ko
merupakan alat pelayanan pada masyarakat dan sangat berkai
an dengan pengaturan kepentingan umum. Meskipun dalam keny
Laanya tidak seluruh aspek penataan kota dapat diselesaik
oleh pemerintah. Keterkaitan antara perencanaan kota deng
politik pemﬁangunan serta aspek kspentingan umum ini tel
menempatkan fungsi perencanaan kota dalam prakteknya terba
lagi pada kompetensi tanggung jawab antars pemerintah pus
dengan pemerintah daerah, serta kesiapan masyarakat unt
berperan serta dalam pelaksanaan fungsi perencanaan terseb:

Pefaturan Henteri Dalam HNegeri Homor 2 Tahun 19

sebagail penvempurnaan Permrendagri Nomor 4 tahun 1981
memberikan penegasan  tentang petunjuk bagi penetap
prioritas penyusunan dan penanganan serta pengesahan rencal

tata rusng kota bagi kota-kota vang memiliki nilai strateg



baik bagi kepentingan nasional maupun kepentingan daer
Penegasan seperti ini sangat penting dan dinilai sangat m
das#r mengingat bagaimanapun pelaksanaan kewenangan ha
dilihat dari prioritas kepentingan dan efisiensi di samp:
memnpertimbangkan keterbatasan kemampuan aparat da
penyvelenggaraan pemerintah.

Perencanaan pembangunan dan pengembangan kota, . bag:
manapun Jjugas harus bersifat manusiawi. Istilah manusi
inilah yang diharapkan bersama untuk tidak sekedar bersi?
lip service atau terkesan sebagai jargon daripada reali!
Harus kita upayakan bersama agar jangan sampai 20 per:
pénduduk perkotaan lapisan menengah ke atas dapat menikme
80 persen fasilitas perkotaan terbaik, sementara 80 pers
penduduk perkotaan lainnya harus berebut untuk memepero’
atan mendapatkan dan memanfastkan 20 persen fasilit
perkotasan sisanya.

Eetidak manusiawian dalam pembangunan kota terlit
dengan dibangunnya Jjalan-jalan raya "hot mix"” sepertir
hanya ditujukan bagi kelompok masyarakat vang memiliki ke
daraan bermotor atau mobil, sementara pejalan kaki har

lebih banyak "mengalah." Di samping itu tidak Jarang pes

pedagang kaki limas atau asongan seringkali dianggap "merus
keindahan" kota sehingga keberadaan mereka janh dikalahk
oleh pasar-pasar modern dan supermarket. Para investor ns

paknya lebih tertarik untuk mewmbangun suastu vyang sifatr



"high profit"” atau "high capital” dari pads program perbai
an kampung misalnyva.

Kondisi seperti ini tidak Jjarang kemudian menyul
potensi konflik menjadi konflik yang bersifat terbuka, te
lebih lagi apabila telah menyangkut masalah penggusuran d
ganti rugi atas tanah ataupun pesangon. Apabila ”kecemburﬁ
sosial” yang terjadi sebagai akibat kondisi seperti i
bercampur dengan keterbatasan kesempatan untuk berusaha d
memperoleh lapangan kerja, maka seperti sudah disebutk
akan dapat meningkatkan derajat kriminalitas perkotzan.
Menyadari akan hal tersebut, maka penangaznan atas kejahat;
perkotaan yang cenderung meningkat khususanya secara kusal
tatif, tidak dapat dilakukan semata-mata dengan memnperber:
hukuman stau - sanksi pidana. Di samping itu, tidak jara
terjadi kejahatan yang justru dilakukan bukan semata-ma
karena desakan faktor ekcnomi. "White Collar Crime"” Jela:
jelas melibatkan berbagai faktor vang saling mengkait. Ol
karena itu, terhadap suatu kasus atau gejala, harus dilih:
penyebab utamanya dan selanjutnys baru merumnskan langkal
langkah konkrit untuk memecahkannva. Hal inilah vang kemt

dian menuntut pentingnya kerja =sama dan koordinasi lint:

atau antar departemen. Dengan demikian, penanganan terhad:
kejahatan perkotaan bukanlah semata-mata wmenjadi tugs
penegak hukum yang dalam hal ini adalzh Departemen Kehakim:

dengan Kepolisian.



Reseluruhan hal tersebui dimungkinkan terjadi kare
dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan selanjutny
lebih cenderung melihat pembangunan kota sebagai pembangun
fisik daﬁ_mengukur keberhasilannfé dengan indikator ekono
(cost benefit ratie). Apabila ingin konsisten dan konsekue
maka seiring dengan terjadinya perubahan orientasi oa;
bangunan pada Pembangunan Jangka Panjang II sebagainma
telah diuraikan dimuka, maks pembangunan perkotaan harusl
dipandang sebagai pembangunan manusia. Pembangunan ko
hendaknya merupakan bagian dari pembangunan sikap ment:
aparat pemerintah (pejabat), kalangan swasta/investor d:
masyarakat. Pembangunan perkotaan adalah pembangunan hark:
dan mafﬁabat sérta peningkatan kesejahtefaan masyarakat kol
secara keseluruhan dan bukan sebagian masyarakat. Realisas
dari suatu perencanaan kota harus dapat dinikmati oleh semt
warga. Adalah tidak benar sama gekali jika perencanaan kot
hanya diorientasikan semata-mata pada kepentingan komersia.
tetapl harus jugas memperhatikan aspek sosial. Upaya unty
mendudukkan pembangunan dan pengembangan kota vang berws
wasan manusiawi inipun sangat membutuhkan kerja sama d=

koordinasi antar departemen.

Dalam dimensi pembangunan yang akan datang, kirany
perlu dipikirkan dan realisasikan agar dalam pembangune
khususnva kota-kota Xecamatan tidak sekedsry menbangu

prasarana Lransportasi vang berupa jalan-jalan raya, tetbtar



sekaligus membéngun benghkel-bengkel kerja serta sentr
sentra industri. Hal ini sangat penting khususnya dal
kaitannya dengan upaya untuk mengurangi angka penganggur
:sérta -memperluas kesempatan kerja dan berusaha, dan vs
lebih penting lagi adalsh dalam rangka mengurangi tingk

urbanisasi.

C. BENTUK-BENTUK KEJAHATAN PERKOTAAN YANG MUNGKIN AKAN
BERKEMBANG

Masalah kamtibmas memang tidsk sederhana dan bahk
merupakan masalah vang kompleks oleh karena kondisi i
menyangkut faktor manusia dengan segala aspeknya sali
berksitan; oleh karena itu dalam penulisan skripsi penul
mgnpoba .mengajak untok memahami masalah-maszalah Kamtibm
yvang penulis anggap komnpleks seﬁégfi tersebut dimuk
sehingga diharapkan dapat mempunvai suatu kesatuan persep
mengenal pengertian kamtibmas itu sendiri.

Keamanan dan ketertiban masyarakat disingkat KAMTIBMN
adalah merupakan suatu situasi dan kondisi masyvarakat va
mutlak harus diciptakan untuk wmenjamin dan memelihsg

kelangsungan kewibawaan pemerintah dan ketertiban masyvarak

dalam hubungan dengan ketahanan nasional, berdasark
ideologi Pancasila.
Rumusan singkat mengenai arti Kamtibmas ini, menjels

kan bahws kamtibmas pada hakikatnya merupakan suatu kepe



lunan hakiki masyarakat yvang mendambakan suasana aman
suasana tertib dalam tata kehidupan, oleh sebab itu keamar
akan senantiasa berkaitan dengan perasaan masyarakat Vi
_mendambakan suatu: | |
1. Pérasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis. -
2. Adanya rasa kepastian dan ebas dari kekhﬁwatiran, kerag
raguan dan ketakutan.
3. Perasaan dilindungi dari segala macam bahavsa sert&,
4. Perasaan kedamaian dan ketentraman lshir bathin.
Sedéngkan ketertiban atan order adalah suasana tert
dan suasana ketertiban yang merupakan suatu keadaazan Ve
menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rang
mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.
Tertib di sini berarti ketersturan vaitu situasi di ms
segala sesuatu berjalan sec¢ara teratur. Sedangksan ketertit
adalah keadaan yang sesual dengan dan atau menurut nor
serta hukumyang berlaku.
Sketsa singkat tentang pemahsman arti Kamtibmas ta
akan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang adan
berbagai bentuk ancaman. Secara garis besar semua ancsam

vang akan masyarakat hadapi dapat dikategorikan ke dalam d

Dagian bDesar, valty ancaman potensial dan ancaman Faktusl .
Ancaman potensial mencakup berbagai kerawanan va
terkandung di dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, vya

sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ancaman nyatz {(ancam



faktual) seperti kejahatan, pelanggaran dan bencansa al:
Kerawanan tadi terdapat dalam bidang-bidang Ideolos
Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya, seperti kepadatan pe
- duduk, terbatasnya lapangan kerja, pengangguran, masal
SARA dan lain-lain.

seperti telah diketahui bersama bahwa tahun ini Bang
Indonesia berada dalam tahun pertama PELITA VI vyang al
menjadi tahap pertama Pembangunan Jangksa Panjang 25. tat
tahar kedus. f

Dalam proses tinggal landas itu secara berangsur-angs
akan terus memantapkan ciri-ciri negara dan mssyvarakat VE
modern, adil dan makmur berdasarkan Pancasila; oleh karen
nya landasan yang masih perlu dimantapkan itu bukan seked
untuk memungkinkan melanjutkan pembangunan saja, teta
sekaligus dapaﬁ memantapkan ciriwcifi‘ﬁegara dan masyarak
vang dikehendaki. Amanat rakyat sebagaimana ditetapkan dal
GBHN 1988 wmenegaskan bahwa Pembangunan Nasional dilsksanak
sebagai Pengamalan Pancasila. Maknanva, dampak-dampak neg
tif pembangunan masyarakat modern harus dapat dihindarkan.

Pendangkalan nilai-nilai kehidupan harus dicegah deng

memperkokoh landasan moral, etik dan spiritual. Transi
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modern industrial harus dijagas agar tidak menimbulkan kego
cangan-kegoncangan, benturan-bentursan kepentingan yang Jju

merupakan salah satu skses pembangunan masyarakat mode



vang harus dihindarkan, rasa kesetiaskawanan dan kebersam:
masih perlu ditingkatkan untuk memperkokoh persatuan ¢
kesatuan . bangsa. Bangsa Indonesia Jjuga masih menghadz
;ﬁugés_berat unﬁgk meningkatkan pertumbuhaa.ekonomi; ,pemeJ
téén éeﬁE§ngunan dan hasil-hasilnya untuk mempertinggi ke}
'jahteraén.rakyat dan mempersempit jurang kesendjangan sosi:
Sejalan dengan itu, masih perlu upaya-upaya nyata uni
meningkatkan kesadaran rakyat atas hak dan kewajibanr
sebagali warga negara, dan terus mengembangkan kehidus
demokrasi Pancasila.

Dalam pada itu dengan mengambil perspektif menjels
tahap tinggal landas pembangunan nasional, menurut Moerdic
dalam makalah vyang disampaikan pada seminar "GENERZ2
éENERUS STAP MENYONGSONG TAHUN 20C0" tanggal 5 Maret 19¢
ada enam perkembangan penting yang perlu mendapat perhati
bersama, karena amat besar dampaknya kepada seni memerint
termasuk seni regulasi dalsm penanggulangan ganggu
Kamtibmas yang harus dihadapi bersama, yakni sebagai berii

1. Semakin besarnya jumlah penduduk, pertambahan i

Jelas akan memberikan tekanan berat kepada aparat
pemerintah, kekuatan sosial politik, organiss

kemasyarakatan, badan-badan ekonomi serta keluarg
keluarga untuk memberikan pelayanan sehingga sel

rohmya--ise-tonbatrdarr-berkenbang  sebags i HEAne
vang utuh dan matang kepribadiannya. 0leh karena h
‘kekat Pembangunan Nasional kita adalsh pembangun
manusia Indonesia gseuvutuhnya dan seluruh masvarak
Indonesia, maka bukan main besar tugss dan tanggu
jawaly kita bersama dalam penviapan infrastrukt
pelayanannya, baik berupa piranti keras maupun ¢
rantl lunszk, sgar supaya setiap manusia Indonecs



itu dapat menjadi manusia pembangunan sebagai as:
nasional. Jika kita kurang tanggap dalam penyisj
infrastruktur ini, maka asset tersebut dapat nmenj:
beban (liability).

Jika tanah dan sumber kekayazan lainnya merupal
unsur  yang tidak dapat bertambah, sedangkan jum
penduduk membesar, maka kita dihadapkan pada ken:
taan kelangkaan sumber daya slam secarz nisbi mauyj
matliak. Kalawvpun kekayaan alam kita wmemadai unf
mendukung taraf hidup layak untuk Jjumlah penduc
Indonesia di mass yang shkan datang, namun untuk
ngelolanyva membutuhkan modal, ketrampilan, teknols
dan tertib pengelolaan vang bijaksana. .
Penyebaran penduduk yang tidak merata antara pu.
Jawa dan luar pulau Jawa, menambah beban kewajit
untuk mengatur dan mengarahkan penyebaran penduc
agar lebih merata; lebih kondustif pada pemanfaat
tenaga kerja guna mengolah sumber alam yang tersel
lebih layak dan seimbang untuk membebani daya duku
alam diberbagai pulau dan kawasan. Tetapi tug
menghadapi hambatan sosial kultural yang bukan m:
peliknya; menyangkut skala pengelolasan vyang bul
main wmuskiinya.

Rehidupan masyarakat yang semakin canggih, baik ¢
lam segi kebalkan kesejahteraan maupun dalam krirn
nalitas, baik kriminalitas kerah biru mauvpun krin
nalitas Lkerah putih (White collar snd blue coll
crime) baik karena Jjumlah vang semakin banyak, msz
pun karena taraf pendidiksn yang semakin tingg
masyarakat kita akan berubah dari masvarakat ve
sederhana menjadi masyarakat yang lebih komplel
Komponennya lebih banyak, sifatnya lebih beragam ¢
persoalan yang dikasndungnya Jjuga lebih banvak.
Masalah perencanaan, pengorganisasian, penggerak
serta pengendaliannya juga lebih sulit, penangar
masalah kriminazlitas jugs akan lebih berat.
Tekanan Jjumlah penduduk disertsi dengan berbag
masalah dan keperluannya dapat menjadi faktor pe
dorong ketidak-sabaran, dan ketidak-sabaran mend
rong sikap yang lebih bengis pada berbagai pihe

HasgTal HeiminaTitesin i e1dak bolenh 1Toput dary DE

hatian, karena ia merupakan hal yang melekat dal
hidup kemasyarakatan itu sendiri.
"Crime is the shadow of civilization,” kata ah

kriminologi. Pencegahan dan penanggulangan kejahat
merupaekan salah satu dari tugas pemerintah va
klasik.



-Asplra51 dan kepentlngan masyarakat semakln menis
“kat. ‘Taraf pemuasan. asplra51 dan - kepentlngan- Vi

sekarang kita pandang ‘sebagal suatu prestasi, jus

merupahan' titik awal bagl asplra51 dan  kepenting
“baru yang akan muncul Hal ini yang mungkln dimak;

para . pembentuk _negara ‘kita 'di tahun 1945 sebag

.,.}’Dlnamlka. Masyarakat Dalanm: masyarakt ‘ada.
. mengerti bahwa asplra51 dan . kepentlngan ind. hal
_;d1sesualkan- ‘dengan’ kemampuan,_lbarat kata pepa

"bayang-bayang sepanjang badan. _Namun_dalam ‘set:

.:masyarakat selalu ada unsur ketidsk-sabaran, §o¥
“kelompok kelompok muda yang 1321m disebut sebag

"Young Men In A Hurry.®

‘Pengalaman kita membuktikan bahwa juga ada "Not i

3]

voung Men In A Hurry,” vang memberikan tekanan el

" tra kepada para penvelenggara negara yang zudah be
‘kelebihan bebannya itu.

Kemunculan ilmu pengetahuan dan teknologi sebag
kekuatan sosizl bsru yang bersifat universal, mel:
tasi batas negara dan ideoclogi.

Para ahli dan para pengamat lainnya melihat kecenc
rungan bahwa secara perlahan-lshan, ilmu pengetaht
dan feknologi  berkembang sebagai kekustan sos:
yang mandlri mengkaitkan seluruh kemanu51aan me
jadi suatu KELUARGA BESAKR.™ =~
Perugsahaan-perusahaan multi nasional mnunghkin bi
dipandang sebagai salah satu wahananya. Tetapi 1
rang terbatas, subversi, kerjasama regional dan ]
ternasional, pariwissta serta kontak pribadi J:
merupakan wahans lainnya yvang mendukung proses ir
Kenyataan yvang ditimbulkannya telah mulal menundt
kan dampaknya terhadap ideologi. Di Rusia dogmatics
Stalin telah diganti oleh pragmatisme Kruschev, ¢
kini oleh kekenyalan Gorbachov. Di Cinaz dogmatis
Mao Zedong diganti oleh pragmatismenyva Deng ¥laap]
Di Hesir, dogmatisme Nasser diganti oleh pragmatis
Sadat, yang diteruskan oleh penggantinya kini Hos
Mubarak.

Di Indonesia tercinta, Orde Lama yvang dogmatis tel
diganti oleh Orde Baru vang kreatif dinamis.
Seluruhnya itu melibatkan semua mereka vang memp

nyal wawasan 1lmu pengetahuan dan teknoclogi ve
lebih luas, bailk yvang diperdapat melalui jalur tec
maupun melalui jalur praktek dan pengalaman pribac
Dempaknya bagi kita adalah bahwa ideologil yang tic
dapat memberi pesluang kepada dinamika wmasyaral
vang didorong ocleh perusahaan askibat ilmu dan te
nologi ini secara perlahan akan mengabzh penafsis
terhadap ideclogi tersebut.



6. Tampilnya lapisan demi lapisan generasi baru, vy
bukan saja akan mempunyal pengalaman pribadi ys
baru, tetapi Jjuga persepsi baru terhadap masyarakes
bangsa dan negara dan sudah tentu terhadap dirir
sendiri.

Demikianlah permasalshan dan tugas-tugas besar ¢
‘berat-yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa ¢
negara dalam upaya memasuki era tinggal landas, sern
itu hanya akan dapat kita atasi melalul kerja ker
dan konsisten pada tujuan kita bersama, dan deng
partisipasi semnva lapisan dan golongan masyarakst.

Di sisi lain, kemaJuan perkembangan telah menamk

Jumlah orang yang berpendidikan lebih tinggi dari rata-rs

tingkat pendidikan rakyat, sehingga acapkali tampil deng

konsepsi dan gagasan melebihi tuntutan rakyat, sebagi
besar penduduk terdiri dari golongan usia muda, =sehing
faktor-faktor instabilitas, ketidak-sabaran dan sifat-sif
impulsif yang menyertainya acapkali memerlukan perhatia

Sementara itu golongan ekstrim kiri, kanan, manpun golong

gekstrim lainnys yang berorientasi pada ideologi lain mas

tetap ada. Kritik dan tuntutan itu memang beralasan dan he
orientasi pada kepentingan rakyat banyak, sebagian tid
relevan dan tidak didukung dengan fakta-fakta vang bena

ada pula yang bermotivasi kepentingan kelompok tertentu d

bahkan ada vyang tidak berorientasi pada ideclogi d

konstitusi Indonesia.

3Hoex‘diono, “Generasl Penerus Siap Henvongsong Tah
2000" (Makalah, Jakarta, 5 September 1988), hal. 15.



Dengan memperhatikan akar-akar instabilitas Lkeamar
sebagaimana telah disampaikan tadi, apabila di sistematic
lebih lanjut maks terhadap perkembangan lingkungan strate
yang  akan dihadapi pada dekade lima tahun mendatang secs

garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut:

&. Ancaman terhadap kemerdekaan dan kedzulatan nega
dalam dekade 1990-an sangat kecil kemungkinanny
namun kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap k
mungkinan subversi yang menganecam persatuan bangs
keutuhan wilayah dan kemurnian ideoclogi Pancasi
serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnys ds
infiltrasi komunisme dan golongan ekstrim.

b. Gangguan masalah perbatasan kemungkinan masih ad
demikian pula sabotase atau tindakan teror terhad
obyek-obyek wital. Kewaspadaasn vyang tinggi ju
perlu diarahkan terhadap kemungkinan adanys tekan
politik 'dan ekonomi, baik dari luar maupun da
dalam yang dapat mengganggu pencapaian sasaran pe
bangunan nasional, demikian pula terhadap kemun
kinan  timbulnya ekses-ekses semakin melebar kese
Jjangan scosial dan meningksatnyva pengangguran.

c. Hambatan vyang utama bagi pelaksanazan pembangun
nasional kemungkinan adalah antara sistem nilai d
sikap mental agraris tradisional dengan indust
modern yang cendsrung semakin meningkat dan mak
rasional.

d. Tantangan vang semakin menonjol dalam dekade 1990-
kemungkinan adalah penetrasi sistem nilai dan k
budayaan asing, perkembangan ekcnoai dunia, ledak
penduduk dan meluasnya kemiskinan.

4Koesparmono Irsan, "Kejahatan di Kota-kota Yang Dap
Diperkirakan Pada PJP II," (Makalah Prs Seminar, Semarang,
September 18992), hal. 8.



Dengan memahami terhadap AéHT tersebut di atas namp
nya ancaman yang akan dihadapi sebagian besar justru meru
kan ancaman hkeamanan dalam negeri dalan berbagei ben
dimensinya. Hal ini berarti bahwa peranan Polri sema
ditﬁhtut untuk tampil mengemukaksn dalanm segensap pencipt
'kohdisi masyarakat yang aman, terlindung dan terayomi.
Untuk ditulsh bagi Polri perlu memprioritaskan pembangn
kegampuan keamanan terutama untuk pengamatan wilay
penerbitan masyarakat, penegakan hukum, penindakan gangg
keamanan serta perlindungsan masvyarakat.

1. Kelompok Massa Destruktif

Kelompok ini akan tumbuh dan berkembang oleh Lkar
pengaruh dari ketidak seimbangan dari berbagai fak
lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah sehingga men:
bulkan perasasan frustasi, animi dan alienasi vang kesemuar
ini merupakan kondisi bagi tumbuhnya afresifitas sec:
masal.

Terhadap faktor-faktor lingkungan =alamiah terute
demografi, sekalipun sampai awal pelita ini laju pertumbul
penduduk dapat ditekan menjadi 2,18 pertahun, namun terhac

kemungkinan terjadinyas population pressure pada akhir Pelj

Vkiranya perlu diwaspadai, lebih-lebih apabila tersebut d
tambah 1lagli oleh adanya pertambahan angkatan kerjs be
sebesar 1,8 juta tiap tahun (Sarwono dkk, 1887) vang tid

tergserap oleh kesempatan kerja.



Dalam pada itu terhadap pengingkatan pambanéunan
bidang pendidikan dapat menyebabkan timbulnya keingir
mobilitas .wertikal  yang kuat serta  menyebabkan timbul:
_ fthe prpbleﬁ of the rising expectation,” di mana apabila }
terééﬁuﬁ 'ﬁihadapkan deﬁgan keterbatasan kesempatan kez
- zkan menimbulkan frustasi. |

Cloward dan Ohlin telah mengidentifikasikan adanya ¢
nyumbatan kesempatan atau block of opportunity di dal
struktur masyarakat yang timpsng vaitu seseorang tidak dar
ﬁéncapai. kebefhasilan sebagaimana umumnya vang berlaku
lingkungannya oleh karena ada penyumbatan-penyumbatan stru
tural.

Sejalan dengan teori tersebut, Robert K. Merthon ju
mendiskripsikan adanys perilaku rebellion atau pemberontak
sosial sebagai salah satu akibat dari tertutupnva leg
succes oleh penyvumbatan tadi.

Keadaan di atas apabila masih ditambah lagi dengan geja
rnismanagement dalam roda administrasi pemerintahan ma
menimbulkan tumbuhnya anti-establishment atau kekussaan va
setiap saat dapat disulut menjadi kelompok masa destrukti

Sehingga perubahan-perubahan seperti ini dapat terjadi b

gliu cepat dan akan merupakan I loktuasi ancaman secara taj
vang disebut dengan kontinjensi sosial. Adapun sumber-sumb
penyulut peledakan dapat dibangkitkan dari potensi-poten

konflik sosial yang telah ada seperti perbedaan suku, agam



ras dan antar golongan.

2,_Kéjahatan Kota (Intracity Criminality)

___Jumlah lahan pertanian yang relatif tetap sebagai ¢
”[ﬁoﬁ@iéi.s;atis astagatra;:telah men§ebabEan méhﬁﬁﬁnﬁ?a 'dz
sé:aé tenaéé kerja dari sékitar 654 pada. tahun 1971 menj:
58% pada tahun 1980 (Sarwono dkk. 1987) sebagai alternast:
nya kelebihan. tenags keris tersebut kemudian diserap
dalam sektor industri vang dibangun di wilayah-wila:
pengembangan kota.

Hal tersebut berakibat adanya kecenderungan perkembar
an kota yang menunjukkan pola cocentric zones di mana Wi,
vah-wilayah pinggiran atsu periphery zones =akan menampt
arus urbanisasi. Di samping itu akan terjadi pula pul:
pulau dess di tengah kota besar metropolis dan megapo!
vang akan tumbuh dan berkembang yvang pada gilirannyvs al
menyebabkan wilayah kota lebih merupakan sebagai urt
mosaic dengan peta sosialnys yvang ruwet. Sebagai contoh ke
Jakarta vang dikelilingi oleh Tangerang, Bekasi, Depok c
Bogor sebagai periphery zones, begitu pula Surabava ¢
Gresik, Bangkalan, Sidoarjo dan Mojokerto (Gerbang XKert

sngila).,

Dari pandangan Kamtibmas keadsan ini mengandung kerawans
kerawsnan ocleh karena di tempat-tempat ssperti itu ¢
kecenderungan solidaritas sosial semakin rendah sehing

davya tangksl dan daya kekebalan masyarakat terhadsap g@;



hatan juga rendah.

Di samping itu terdapatnya penyimpanan dan penyalu:
berbagai barang kebutuhan dalam kapasitas yang besar ps:
gili:gnnya Justru merupakan potensi bagi terjadinya masse
saster dimsksud.

Untuk mengenali tipe~tipe kejshatan apa yvang mungkin timE

di  suatu tempat (termasuk kota) perlan dilakukan ansali

lingkungan yang menalar bagaimana aktivitas legal menpuny

hubungan manusia dan non-manusia secara luas.

Analisa lingkungan yang menyangkut kejahatan mempunyai emp

kategori yang terksit pada ketergantungan manusia yang

nyangkut: competitive, exploitative, mutualitic dan indiv
dualitic.

1. Kejahatan yang competitive, beberapa macam pelaku melak
kan kejahatan yang menimbulkan keinginan bagi orang lai
seperti: perkelahian yang bersumber pada keinginan m
nguasai kekayaan tertentu, hal-hal vang wmenyangkut  har
diri kegiatan sexual, atan pengawasan terhadap perdagan;
an gelap atau wilayah.

2. Sebagai lawannya =adalah kejahatan exploitative vang ms

libatkan orang vang berperan dalam peranan vang berlsin:

vang menguasai atau mencoba menguasai orang atau hart
milik orang lain. Sebagsi contech adalah pencurian, perar
pokan, perkosaan dan lain-lain.

3. Kejahatan mutualistic dapst diksatakan kejahatan tang



korban, vyaitu dua atau lebih orang bekerja sama un
melawan hukum, di mana mereka berperan secara berlai
seperti; Judi (ada cukong, ada pemain, ads penveleangga
pelacur (ada mucikari, adsa pelacur, dan pencari langgal

ada yang menyewakan tempat dan lain-lain).

H

Kejahatan vyang bersifat individualistic seperti, bu:
diri, penggunsan obat bius, vang tidak suka dicamnp

oleh orang lain.B

D. UPAYA PENANGGULANGAN

Penanggulangan kejshatan mencakup tindakan prevent
dan represif terhadap kejshatan. Usaha yang menunjukan j=1:
binaan, pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat un
sebelum terjadi gejolak perbuatan kejahatan, pada dasarr
merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangk
usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tinds
an kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan repres

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya, The Cra
Problem yang dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo disebutka

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak huku

meliputi pemantapan organisasi, personel dan =aran
sarana untuk menvelesaikan perkara pidanza.

Ibid., hal. 11.



Z. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengansli
dan membentuk kejahatan dan mempunyai jangkauan
masa depan.

3. Mekanisme peradilan pidana vang efektif dan memem
syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.

4. Koo?dinasi antar aparatur penegak hukum dan apsraf
pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meni:
katkan dayaguna dalam penanggulangan kriminalitas:

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu. kelancs;

relaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelimz wunsur ini menurut Soedjono, merupakan kons
umum  yang penerapannya dalam bentuk perintah operasior
‘harus disesuaikan pada waktu dan tempat vyang tepat ¢
selaras dengan kondisi masyarakat.

Selanjutnya Juga ia mengatakan bahwa untuk memperky
daya kemaméuan opersiocnal penanggulaﬁgan perlu pula dipac
kan tiga kemauan (will), vaitu politiecal-will, social-wil
dan individual-will. Mengenai kemampuan operasional da
ketiga kemauan tersebut dapat opula disimak penjelas
Soedjono berikut ini. Dikatakan bahwa kemauan pemerint
(political-will) dengan berbagai upaya, perlun didukung ol

citra sosial (social-will) melalui berbagai medis untuk m

"yalter C. Reckless, The Crime Prohlem (Dikutip ol

Soedjono Dirdjosisworo), Cetakan I, (Bandung: Alumni, 1982
hal. 38.



lancarkan penerapan keinginan (kemauan) pemerintah. I
kekuatan besar yang tidak boleh dilupakan adalzh human af
individual~will, berupa kesadaran untuk patuh dan ¢
kepada hukum serta senantiasa beruszha menghindarkan dj
untuk tidak berbusat kejahatan.8

Tentu saja maksud mempelajari perkembangan penangeg
langan kriminalitas merupakan upaya untuk dapat menemnul
sifat-sifat, bentuk-bentuk, serta perkembangan perile
manusia dalam hubungannya dengan kriminalitas.

Kéjahatan“dapat dikatakan sebagai suatu perilaku  man
sia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum, dan merug
kan masyarakat. Untuk itulsh maka perilaks aparat peneg
hukum, masyarakat, dan para ilmuwsn, terutams pada akh
dalam kriminologi, kemudian berkehendak untuk menanggulang
nya.

Dalam rangka usaha penanggulangan inri tentu saja per
mempersiapkan dirl dengan matang, baik persiapan strate
dan sarana maupun persiapan mental spiritualnva.

Bertitik tolak dari gambsaran di atas, maks Jjelaslah bah

kejahatan pada dewasa ini, terutama di Indonesia, periu d

pelajari secara kontinyu sesuai dengan perkembangan masv




rakat.

Menurut Romli Atmasasmita, suatu tinjauan atas re
vansi teori kriminologi terhadap struktur kehidupan «
keadaan masyarakt Indonesia perlu segera ditingkatkan ¢
dilaksanakan oleh para ahli vang terlibat di dalamn:
seperti ahli sosiologi, ahli psikologi, ahli kriminoclos
dan para ahli hukum.9

Bentuk-bentuk kejahatan yang dianggap pemerintah mer
ganggn stabilitas keamanan secarsa nasional akan lebih ceg
menarik perhatian dan ditanggulangi oleh pihak vang berwa]
terutama pihak kepolisian.

Adapun  bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan v a
sering membahayvakan masyarakat di Indonesia menurut Roml
meliputi antara lain:

Pencopetan‘

Penodongan

Penyvanderaan

Perampokan

Pencurian kendaraan bermotor
Pemerasan

Pembunuhan

Penganiayaan

Perkosaan 10
Pelanggaran lalu lintas.

e I0moHh o DL O m

gRomli Atmasasmita, Bunsas Rampai Kriminologi, Cetak
I, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 20.

101}.!.



Ferubahan besar dalam perkembangan bentuk-bentuk |
Jahatan di Indonesia, menurut Romli, nampaknya dimuiair
- Pembangunan Lima Tahun (Pelita) di seluruh daerah Propi:
di_Indonesia, sebagal akibat sampingan dari pembangunan v
dimaksud. Hal ini terutama terbukti setelah vprasarana ¢
sarana koﬁunikasi, informasi, dan transportasi berke&bz
dengan pesatnyva.

Yang menjadi permasalahan sekarang 1izlah, mengs
dengan digalakkannys pembangunan justru tingkat kriminalit
menjadi berkembang. Bukankah perkembangan pembangunan VE
telah mulai dilengkapi dengan teknologi canggih itu, seka:
gus’ dapat pula dimanfaatkan untuk mempertahankan diri ds=
ancaman kejahatan atau bahkan untuk memberantasnya?
Kesemuanya ini kuncinys bergantung pada kesiapan kita, vyai
kesiapan dalam mencerna atau memanfaatkan teknologi it
kesiapan mental, berkemauan dan kualitas solidaritas bang
dalam rangksa usaha mencapai tujuannyva.

Sepertl vang telah diunghkapkan oleh Romli, sesungguhn
masa perkembangan merupaskan era perubahan sikap mental d
merupakan perubahan yang esensial, selain hanyva perubatb

teknologi semata-mata dalam membantu mendorong menguran

tingkat kejahatan.
Hamun, sampail sekarang penanggulangan kriminalitas
Indonesis mwaslh mengalami begitu banvak tantangan dan be

begai hambatsn yvang harus dihadapi. Di antara tantangan d



hambatan yang dihadapi dalanm penanggulangan kriminalif
itu, menurut Romli, sesungguhnya bersumber pad=a:

1. Kurangnya penelitian ilmiah vang dilakukan seo:

sistematis dan berkesinambungan dalam messzlah krin

nalitas di seluruh Indonegia.

2. Kurangnya seminar-seminar dan atau diskusi VE
bertolak dari deskripsi kualitas di Indonesisa.

3. Kurangnya jalinan kerja sama yang erat dan berkes
nambungan antara plhak penegak hukum dan lembag
lembaga pendidikan yang ada.

4. Kurangnya dsna dan prasarana bagi pengembangan p 3
litian ilmiah tentang kriminslitas di Indonesia.

Helihét keaéaan dan masalah tersebut di atas, ma
penanggulangan secara represif terhadap kriminalitas
Indonesia, dikatakan harus dilzkukan sejalan dengan pels
sanaan penelitian dan penyelidikan secara ilmiash terhsad
masalah tersebut.

Jadi, supaya usaha penanggulangan itu benar-benar dap
berhasil dengan efektif, setiap perkembangan suatu keijahat
hendaknya terus dipelajari, yvang bukan hanva untuk kepe:
tingan 1ilmu pengetahuan saja, melainkan Juga difungsik

untuk menunjang usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

111vid., hal. 24.



Délam ékfipsi ini secara garis Eesar akan dibat
tentang bagaimana sikap dan peranan manusia dalam berhadap
dengan hkejahatan. Jelasnya, bagsaimana sikap tanggung Jjaw
dglam usaha menanggulaﬁgi_kejahaﬁan. Usaha penanggulang
'yangA-dimakéud bukan sebagai usaha pewmbahasan setiap pok
masalah dari pendekatén~pendekatan secara detail, tetépi
sinli =akan dijelaskan secara garis besar saja, teruts
prinsip-prinsip penanggulangan yvang dianggap penting.‘ Usa
penanggulangan ini akan dibatasi pada dua kategori, vait
treatment (perlakuan) dan punishment (penghukuman)._ Unt
lebih jelasnya dapat kita ikufi uraian bahasan berikut ini
*Ad. 1. Treatment (FPerlakuan)

Dalam penggolongan ini (treatment), tidak membicarak
perlakuan vang pastl terhadap pelanggar hukum atau peniahsa
tetapi lebih menitik beratkan kepada berbagai kemungkin
bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar huk
gesual dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan ini d
maksudkan sebagai salah satu penerapan hukumnva terhad
pelaku kejahatan atan pelanggar hukum tadi.

Perlakuan vwvang berdasarkan penerapan hukum ini secsa

umum dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang ber

dan ringannya suatu perlakuan, vaitu:
1. Perlakuan vang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidan
artinyva perlakuan vang paling ringan yang diberikan kep

da orang yvang belum terlanjur melakukasn kejahatan. Dal



perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum bhegi
berbahaya sehingga perlakuan tersebut bisa diasngg
sebagail usaha pencegahan.

2. Perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secs
ﬁidak langsung, artinva tidak berdasarkan putusan vs
menyataekan suatu hukuman terhadap si pelaku kejshatan.

Kedua '~ tingkat perlakuan tersebut dimaksudkan sebag
dasar pertimbangan dan penentuan terhadap si peiangg
hukum, apakah ia tergolong perlakuan biasa (ringan) atauk
memer lukan perlakuan yvang lebih berat.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perl
kuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhad
perlaknan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatk
pada usaha supaya si pelaku kejahatan dapat sadar kemba
akan kekeliruan atau kesalahannya, dan dapat kembali hergs
di dalam masvarakat seperti sedia kala.

Dalam hal ini pemindahan atau penghukuman dapat digan

dengan tindakan lain atau perlakuan yang berdasarkan perti

bangan =sosial-sosiologis,

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlskuan ini mengandu)

dua tujuan pokok, yaitu pertama sebagai upayva pencegah

atau penyandaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak mel;
kukan hal-hal yang lebih buruk lagi (atau agar pelanggar
tidak 1lebih besar 1lagi), dan kedua dimaksudkan agar

pelaku kejahatan di kemudian hari tidak lagi melakuk



pelangggran hukum, bailk pelanggaran seperti vyang te
dilakukan maupun pelanggaran-pelanggaran yang mangkin le
besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

Ad. 2. Punishment (Penghukuman)

IBerbeda dengan perlakuan punishment (penghukuman)
naksudkan sebagai suatu rangkaian pembzlasan atas perbua
si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan un
memberikan penderitzan terhadap pelaku kedishatan v
sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat vang dit
bulkan oleh perbuastan kejahatan tersebut, apakah 1a ber
hukuman pemenﬁaraan atau hunkuman vang bersifat penders
Demikianlah kegiatan penerapan hukum, . terutana peners
hukum di Indonesia.

Jika penghukuman itu diberikan kepada pelaku kejaha
dengan lebih berat dari pada akibat perbuatzn vang dilsa
kan, wmaka akan timbul protes-protes dan perasaan-peras:

~ ketidak-adilan. Dalam hal ini Scedjono Dirdjosisworc da
bukunya Sosio;Kriminologi, mengatakan bahwa:

Kepedihan yang lewat batas ukuran ini dianggap tic

rerlu karena tidak adil. Dikatakan pula bahwa pert:

bangan ini agaknya akan menjadi suatu hal yang ner s

barkan banyak keruwetan. Ini dibenarkan da}%m da-
tecri kejiwaan mengenail tingksh laku manusia.

12hirdjosisuoro, Op. Cit., hal. 38.



Meskipun sejauh itu pertimbangan yang dikemukakan ol
Soedjonp, penulis mempunyai kevakinan bahwa ia tidak be
maksud untuk mengesampingkan pemidanaan. Bagaimanapun adar
kééalahanfpelanggar hukum harus diperbaiki, kendatipun te
amat besar. Dalam hal ini tentu saja bukan usaha yvang begi
ringan atau dapat mudah ditanggulangi, tetapi justru bersa
nya kesalahan yang dilakukan sekaligus mencerminkan beratn
pula usaha perbaikannya. Oleh karena itulah, Jjika ada p
langgaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberi vperl
kuan secara sosiologis, mungkin karena kronisnyva atau kare
terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka per
diberikan hukuman yang sesuai dengan perundang-undang
dalam hukum pidana. Sedangkan di lain pihak, kejahatan vya
luar biasa kejinya, merongrong kekuasaan pemerintah, d
lain~lainnya yang merugikan masyarakat dan negara, pokokn
kejahatan vang dianggap tidak bermaaf, =zkhirnya bisa dij
tuhi  hukuman mati (atau pidana mati) atau penjaras seun
hidup. Hukuman semacam ini secara sosiologis tidak memili
tujuan memasyarakatkan kembali bagi si pelanggar hukum s
bagaimana manusia-manusia di dalam masyarakat pada umumny

Yang ada mungkin ancaman terhadap pihak penjiahat lain at

masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan hal-hal va
identik dengaﬁ kejahatan 1itu.
Di sini tidak akan banvak dibahas kejahstan-kejahat

vang berkaliber kakap seperti itu karena, di samping te



batasnya Jjangkauan kemampuan kami, Jjuga karena sedi
menghindarkan kemungkinan pertentangan analisis-sosiolo;
dengan punishment itu sendiri, karena ukuran dalam saj
ini seéara.umum ditinjau daril sudut pandang sosiologis.

Bertolak dari tolek ukur itulah maka pemidansan vy
dimaksudkan di sini merupakan usaha pembinaan (terma:
peqdidikan dan lain-lain), agar mereka dapat kembali sebasa;
warga masyarakat yvang wajar dan baik. Dalam hal ini Sahare
menyatakan bahwa:

Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyal

katan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyva;

kat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan Jjal
oleh terpidana, tetapi juga orang-orang vyang mnenu)

Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin ¢

diberikan bekal hidup sehingga akan menjﬁgi kaula v:

berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, di sini penu:
bermaksud ingin memperjelas tentang bagaimana sistem pes
syarakatan terhadap pelaku kejahatan, agar ia benar-ber
dapat kemball kepada masyarakat dan dapat diterima o

masyarakat dengan baik pula.

Penulis mempunyai anggapan bahwa kejahatan vang palj

1332t5ipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangur
{(Bandung: Alumni, 18984), hal. 42.



berbahaya dalam jangka panijang ialah kejahatan yang dila
kaﬁ sebagail mata pencaharian.

Menurut Stephan Hurwitz, tipe kejahatan ini jelas b
bahaya karena melakukan kejahatan sebagai kebiasasn a
sebagai mata‘pencaharian dengan melaknkan berbagai pencur
pencopetan, dan lain-lain macam pencurian atan peméras
atau pencurian dengan kekerasan, atan penadahan dalam a
1uas.l4

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa . . mengingat selu:
pola kehidupan mereks dan Jumlah pemidanaan yang telah ¢
Jjatuhkan terhadap mereka menjadi sia-sia saja, dapatlah
perkirakan mereka akan menerusksan cara hidup kriminal mere
sehingga tindakan-tindakan keras demi keamanan masyarak
harus diterapkan kepada mereka, yang lebih berat darips
pidana yang biasanya dijatuhkan terhadap pelanggar-pelangg
karena kejahatan-kejahatan tertentu vang dilakukannya.

Pemberlakuan sisten pemasyarakatan terhadap pelangg
hukum semacam itu tentu saja dilaksanakan di dalam lembag
lembaga vang di dalamnya mengurus orang-orang terpidens.

Sistem ini menurut Soedjono dimulai dengan menerima narap

148tephan Hurwitz, Kriminolgogi (dikutip oleh Ny. |
Hoelyatno), <Cetakan I, (Jakarta: Bina Akgara, 1988), ha
12.



dana dan menyelesaikan pencatatan secarsas administratif, v
disusun dengan observasi/identifikasi .mengenai pribadi
secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan. Setelah
lesai, kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (tre
ment) yang akan ditempuh, antara lain penempatannya un
tinggal, pekerjaan yang diberikan, pendidiksn-pendidikan
pelajaran-pelajaran yang akan ditempuhnya.

Di samping pendidikan dan pelajaran, adanva pembag:
pekerjaan (dengan mesin, tangan, pertanisn, dan lain-la
merupakan sarana penting dalam pembinaannya, demi peng:
bangan days karyanya dan demi pencaharian nafkahnya kemud:
- serta bantuannya dalam pengembangan ekénomi sosial.

Sedangkan kebijakan penyelenggaraan sistem pemasyal
katan sebagal pelaksana pembinaan nargpidana berdasarl
Pancasila, menurut Soedjono, adalah sebagai berikut:

a. Usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat c
individu terhadap kejshatan tidak hanya dicag
dengan usaha-usaha pencegahan, baik dalam arti ks
sempit maupun luas, dan dengan usaha-usaha penge
dalian dan penguasaan kejahatan melalui lasw enforc
ment saja, tetapi juga dengan pencegahan pengulang
kejahatan melalui teknik perlakuan vang dasar per
laiannya dititikberatkan pada proses perkembang

potensi-potensi persesuaian yang positif, alamiz
dan insaniah sebagai sustu proses keadilsn vang be

tujuan mewmulihkan fitrah kesatuan hubungan hidu
kehidupan dan penghidupan antara manusia terpids
dengan pribadinya, sesama manusianya, masvarakatny
dan alamnya di bawah ridhe Tuhan Yang Mahs Esa.

b. Masyarakat Indcnesia sedang membangun dan narap%dz
adalah warga negara, yvang dalam hal tanggung Jar
terhadap tercapainya +tujuan bangsa sama nilair



dengan warga negara lsinnya, sehinggs harus ditu
sertakan dalam pembangunan, yang bila tidak, a
menurunkan nilail martabatnya sebagai warga nega
Demi Lkehidupannya sendiri dan keluarganva vang
tinggalkan, sesual dengan keadaan kehidupan ¢t
keluarga, di mana tiap kepala keluarga wajib da
menghasilkan dengan karyanva kebutuhan-kebutu
akan kehildupannya, termasuk keluarganya, maka ¢t
narapidana wajib berkaryas seperti halnya seor
kepala keluarga. Dengan demikian ia dapat menghid
diri dan keluarganya tanpa memberatkan biaya pe
rintah (umum), dan di samping dengan karyanya J
menambah secara langsung Kemakmuran umum sebs
imbalan terhadap perbuatannya vang telah merugik
dan melatih diri dalam ketrampilan bekarja.

Narapidana sebagai manusis titah Tuhan, Yang me
1iki hidup kerohanian dan mengharapkan akan keba
giaan abadi di akhirat nanti, wajib dibina dan
bimbing ke arah tata kehidupan yang sesuai demi ti
capainya tujuan tersebut. Usaha ini, dengan ada:
asas Pancasila, menjadi menonjol, hinggs wajib
selenggarakan dengan sebaik-baiknya usaha-usaha pe
didikan/pelajaran dan peribadatan a%gma dengan ps
alatan/perlengkapan yang mencukupi.

Bila usaha ini benar-benar berhasil, berzrti bat

seluruh’ tujuan pemasyarakatan telah berhasil pula karer

dengan

demikian, narapidana telah pula dapat memenuhi :

vang ditentukan oleh ayat-ayat di atas.

Penyelenggaraan kebijakan pemasyarakatan ini agar be

hasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan mas;

rakat

hingga ada usaha timbal-balik, dan kedua usaha, bz

vang dari lembags maupun vang dari masvarakat., merupal

15

Dirdjosizwors, Op. Cit., hal. 486.
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suatu kesatuan usaha.

Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepen

- tingan narapidana, tetapi justru demi kepentingan masyaraks

Haka . dari masyarakat diharapkan pengertian, bantuan, da

bahkan juga tanggung jawabnyva dalam menvelenggarakan pembi

naan narapidana. Sebab, suatu pesrbuatan pelanggaran hukunm
selain, be:gantung pada sikap dan perbuatan narapidana 1t
sendiri, sedikit banyak juga bergantung .pada masvaraka
sekitarnva.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak dipandan
sebagai seorang penjahat yang seolah-olah bukan manusis
Narapidana adalah manusia biasa, seperti manusia-manusi
lain hanya karena melanggar hukumr diputuskan oleh haki
untuk genjalani suatu sistem perlakuan. Narapidana, selai
individu jugs anggota mas?arakat, vang dalam pembinaanny
tidak boleh diasingksn dari kehidupan masyvarakat, mala

Justru harus diintegrsikan ke dalamnya.




Sebagai akhir penulisan skripsi ini akan dijelaska

mengenzl kesimpulan dan saran yvakni sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1.

Perubashan-perubahan mendasar yang begitu cepat yang di-
perkuat oleh ¢iri-ciri yang khas terdapat di daserah per
kotaan, mengakibatkan munculnya gejala-geiala yvang mem
prihatinkan mereka vang mempunyai kepedulian terhadap ap:
vang sedang terjadi dalam masyvarakat.

Kemajemukan etnisitas dan agama menjadikan kota bessa
tempat periemuan, peresapan dan pencampuran, akan tetap:
Jjuga perbenturan bsrbagai kebudayasan, sistem nilai da;
perilaku. Hal ini tidak saja memupuk kondisi integratif
tapi bisa Jjuga menjadi sumber ketegangan dan konflil

antar perorangan maupun antar kelompok.

Dinamika perubahan yang seskan-akan tak dapat terbendun:
menggovahkan sistem nilail vang selams ini dianut ole!l

kebanyakan anggots masvarakat. Hasuknya media masa, ter

‘utams TV (TVRI maupun swasta) dengan segala menifestas:



1G:

kehidupan dunis barat melalui film impor dan bertebarsan
nya berbagai majalah yang sangat sksplisit memperlihatks

gaya hidup di negara industri, mengguncangkan Kepastia

'akan sistem nilai yang mana yang harus dianut, sehingg

"mﬁncul géjala vang dinamakan “"anami" (tidak adanya gejal

normsa ).

Eonfigurasi perubahan mendasar dan cepat vang didoron
aleh proses globalizasi dengan masuknya teknologl canggi
diterimanys sistem ekonomi pasar, digabung dengan oiri
ciri khas daerah perkotaan berups kemajemukan, kontras,
ketimpangan serta paradoks, mengharuskan adanyva suat
daya édaptaéi vang tinggi. Orang-orang atau kelompok yan
dapat menyesuaikan diril dengan perubahan yang cepat ini
tidak mengalami permasalahan. Berlainan halnva dengal
mereka yang daya adaptasinya rendah atau bahkan tidak ad:
Merekalah yang mudah tergoda untuk melskukan hal-hal van
bersifaf a—sosial atau antl sosial vang dapat terwujuc
dalam tindakan kriminal.

Mereka vang tergoda oleh "demonstrant ion effect” secar:
negatif mencari jalan pintas untuk mewmperoleh kekayvaa:

dan materi lewat pencurian, penjambretan, perampokan dar

vang menguasal teknologinya atau yang mempunvai pengeta-
huan canggih, lewat cara "frasudulent wmisrepresentation’
atau vang umum dinamakan "white collar crime” atan "ke-

jahatan orang berdasi.’
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‘Mereka vang mengalami ketimpangan antara aspirasi, ha
rapan, kKemampuan dan kenyataan menjadi cewmas dan cende
rung menyalahkan orang lsin ataun lingkungan atas kenma
langan keadaannya. Kecemasan ataun frustasl vang berkelsan
Jutan bisa tak terkendalikan dan menuju ke tindakan a
sosial, anti s=sosial dan kriminal, berupa pembunuhan

perkosaan dan tindaksn kekerasan lainnya.

SARAN

Bahwa usaha untuk mencegsh tindakan a-scsial, anti sosis
dan kriminal bukan hanya tugas penegak hukum, akan tetap
merupakan kewajiban seluruh masyarakat bersama-sama pene
gak hukum. Ini berarti bahwa citra Pak Polisi harus di
bina sedemikian rupa sehingga masyarakat melihatny:
sebagai pelindung dan pengayom sesual dengan fungsi da
tugas sebenarnya, dan bukan ssbagail orang vang sebaikny:
dihindari. Demikisn pula dengan citra pengadilan, prose
pengadilan serts citra personalianya, yvaitu para hakim
panitera, para Jjaksa dan juga para pengacara. Dari berit:
maupun tulisan dalam media, terlihat adanva masslah kri-

dibilitas pada perangkat peradilan dan prosedur lega

tersebut, suatu hal yvang sebenarnya tak dapat ditocleris
dalam suatu negara hukum seperiti Indcenesis.
Pada pilhak masyarakat kesadaran hukum perlu ditingkatkan

sehingga tiap warga mengetahui hak dan kewajibannya. Ha
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ini perlu dimulai sejak dini dan sevogyanya termasu
dalam proses sosialisasi dalam keluarga maupun lingkunga:
sosial lainnya, seperti rukun tetangga, kelompok agam
serta sekolah. Dalam hal ini perlu ditingkatkan pula pen
cegahan kejahatan secara kolektif dengan kegiatan siskam
ling, tetapi juga usaha-usaha untuk mencegah terjadiny
kecemburuan sosial, keresshan sosial dan konflik sosial

Pendeknya, adanya kesadaran pentingnya ketahanan sosia

dan nasional demi keserasian dan kerukunan hidup ber

masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan kriminal vang bersifat preventi:

untuk mencegah terjadinya kejahatan perkotaan antara Ilai

dapat direkomendasikan langkah-langkah berikut:

a. Pembangunan fisik perkotasan yang berwawasan menghin
dari lingkungan hidup yang dapat memascu timbulny:
kejahatan perkotaan.

b. Mengusahakan lapangan dan kondisi kerija vang manusiaw:
dan memenuhi kebutuhan hidup vang layak.

¢. Menyusun peraturan perundang-undangan pidsna dan pera-
turan-peraturan daerah vyang sesual dengan kondis:

sogsisl-ekonomi masvaraskast perkolaan

d. Penegakan hukum oleh Pamong Praja dan Polisi sert:
alstl penegsk hukum lzinnva vang berkwalitas secar:
persuasip, sduakaiilf dan konsisten, sehingga masyvarakal

perkotaan patuh kepads hukum dan ketertiban.
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Namun vang tidak kalah pentingnya adalah untuk meng
adakan gerakan/usaha berkelanjutan untuk memperkoko
ketahanan mental/moral masyarakat dan kesadaran huku
masyarakat agar warga perkotsan siap-waspada mengha
dapi datangnya dstangnya czaman/masyarakat perkotaa

modern dengan tatanan dan nilai-nilail hidup vang baru




10

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. Bunda Rampsi Eriminologi. Cetakan I
Jakarta: CV. Rajawali, 1882.

Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminoleogi Diterjemahka

oleh R.A. Koesnoen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Bosu, B. Sendi-sendi Eriminologi. Surabaya: Usaha HNasional
1982.

Dirdjosisworo, Scerdjono. Ruang lLingkup Kriminologi. Cetaka
I. Bandung: CV Remaja Karva, 1884.

Irsan, EKoesparmono. "Perkembangan Keiashatan Dimensiona
Serta Penanggulangan Secara Integratif" Makalah Pr
Seminar, Semarang, 27 Oktober 1892.

Logman, Loebby. Delik Politik di Indonesis. Cetakan I
Jakarta: IND-HILL-CO, 1993.

Mandagi, Jeane. "Konsepsi Penanggulangan Kejahatan Per
kotaan." Makalah Pra Seminar, Semarang, 26 Oktober 189:

Hemet, Yogi. S. "Pemahaman Kejahatan Perkotaan Sebagai Upay:
Penyusunan Kebijaksn Kriminal Yang Integratif.” Makslal
Pra Seminar, Jakarta, 28 Oktober 1992.

Huladi. "Dampak Hasil Pembangunan Terhadap Kejshatan Di Per-
keotaan.” Makalah Pra Sewminar, Semarang, 28 Oktober 199;

Rahardjo, Satjipto. Hukum Masvarskat dan  Pembangunan.
Bandung: Alumni, 1984.

Saleh, Ismail. "Perkembangan Perkotaan Serta Kejahatan-
Kejahatan Perkotsan.” Makalah Pra Seminar, Semarang, 2¢
Oktober 1992.

Scekanto, Scerjono dan Sri Mamudji. Benelitian Hukum Norma-

tif Snatw Tindauan Singkat. Cetakan I1I. Jakarta: CF
Radjawali, 1984.




UT{LY LILZ:‘JJ.HID A ““bﬂblb[‘l

' ﬁx”brho HUKUH
UAKAHIA

HAMA

PEMBIMBING
(HATE

PEMBIMBING

- { TEKNI

JUDUL, SKn

ISIAN

DATTAR

HAHASISWA :
HOMOR POKOK/NINM

I
nI)
IX
S

IPSI

. DR.

: IBU ShE AAMUDJI

PROSES PENYUSUNAN SKRIPSI

HERMAN §. SASTRAWIDJAYA
: 3093310330 7

L.

LOEBBY LOQMAN S H., M.H.

S.H. L.L.

:TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN |
PERhOFAAN '}

DESK-R'TP S I I’ENUGASAH

OLEHN
%EﬂgEﬁéiNG t fﬁig;;i Parar PEHEIHBING. I ?ﬁi;;gi‘
@M ‘%é% M% %8
Gpan Yy by 5 %
s 2 %2 4 2 Bt Tk 7 7 7
Y el T /ff; Al T L
Az isetons T ;fbA%: _"ydLT:{g.
> ’/// /Vgég)g%’dwk‘g
= fPresd fo a 2L/
5 7

CATATAN v
- Diis.

oleh mahasiswa untuk kemudlan diparaf Pembimbing -

Setelah Skripsl Selasal sermua daltar islan harus dilam
pilrkan, dalam Bkripsi.

A




THNONONIS BYIWNL -

- AP FWIHD =
_ 1¥0d MICLT 3Suas\Uawy - ’ FOMEYPRTD IWIYD
150 INGHNINId . TOLOL BNIHI 3
PEST 48qusndas L1 ‘Eateqer ; . 2 OReY
/- : : %
v “ I P A T ; " " " b ! : "
' : P “ | T ! " oo ; g b “ : "
't - 1 1 ] 1 T 5 1 4 t i : 1 1 I ] 1 + '
4 1 1 1 1 1 t t 1 L 1 H ] 1 1 i 1 H !
] 1 1 1 1 t 1 ] ] [} ¢ ] [ [ 1 a ' 1 N
' [l 1 1 3 £ 3 ] . 1 § t 1 t i E . 1 ] 1 1 i
; FOZTZ BZET000°T 8T [TOR'TISILZ 19997985 | T 9PT-LISTE'Z 4b6 146 | £7 {1Sz 1lenl TZLETPPE ST (LT$7T1685°Z (09L°INE | DNWONYD DN
“ : Y § ! I " (R Y " ; P ! ! “
1 } ¥ ¥ 3 1 1 1 1 - 1 ' 1 ¥ ] 1 t ] ' '
¥ t 3 3 t 1 1 1 1 i ' 1 L 3 ] 3 H 1 '
H "mﬂm.v.nmhﬂ.mﬂN.«" TL 1609 IPSP T BICTEZZTT) b IOSPTLIOEP S jess eIzl 19 095 DIESZT9 J0S0 IRl T! op VO0Z 2195275 18LZTTIT T ONEE
! o NN ! DA " ; 2\ _ “ P ! " “
t I 1 ' £l 1 1 t T ' r 1 1 [l t 1 t 1 1
1 1 t ' £ + ' t i 1 1 1 t b ' 1 v 1 ¢
v SSLTT TTOTZLET LT 1EZPOTTISETCC ISTE G227 11 B I4SC 1!105°¢ 1ZETTETRT) 07 Z9r-ilese s IOLLTTIR T 22 ISTCUTIISOCE 4SS T OS]
: ; : ; ' ; : ; : ‘ : : : i ] ; ' : :
1 [l 1 1 i [ 1 1 ) t 1 ¥ s 1 3 ‘ ] i t i H
1 s 1 1 ] t 3 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 t '
1LY IS05TT IR Y INB6THPLTT] LT igTSTCie9T 9 1BETTIRL TS LY ieesteloszg VIEPTOS9TLL ST 18657019551 FTEETELYTD) TR 096 CIaL1L ISeRTe0T Il WA,
; : : ) ' ] : - ; ; i H : ; i 1 : ; : : ;
4 z 1 1 t [ 3 1 1 1 2 s ' ] ¥ ¥ 1 1 v £ '
1 P 1 1 L I 1 1 1 1 4 1 ' b 1 r 1 ] 1 ' t &
: HNW“hﬂo.m“mom.hﬂ“mvw.vwm.mu 22 0SS IICPL LT ISE0TTL0TE! TZ 658 LITR0TLTIERT 6098 22 (ObE™L10pE BT 9P LTz 0! Zr IBLETLIGTT T IZ I PSS TEP TS YARL
‘ ; i i i L ‘ : : o : g i : - : : : i i ‘
¥ ) 3 e 1 3 1 ! ! 1 1 3 s ) 1 I ! ' s + !
¥ ) ) T T ¥ ] 0 T . 1 ] T T [ T T ) T 7 T '
-y Hilt e S RS RS o J-RE - e M R SR s = AR~ b Fhte b SHER R I gL IT¥T3 370§ LD BN SE - e Hiate 2 T o8 el T ot r. ¥ 10
1 E ] i ¥ ¢ 1 1 __ 3 ¥ ] ¢ ] 1 1 E 1 1 ¥ !
1 ] [ 1 x I ] 1 2 3 ] 1 b ' [ ) ¥ ¥ 1 r ’
H } ; T : H oW
: ree1 . 2661 3 1661 ! 0661 ' 5 €6 1 :
\

POT

( £661

YR X

‘ZEET 1681 ‘0CEST ‘6257 ) MAHYL ¢ WP
HYSH8 Y10 5 NYLYHYLIN Ylvwo




TEAYY FWIND = Y
D ATHIMPITD BMIHD = O
: WLOL AWTED = -4
-~ SONONSd WYWND = "o
= PEET 4aquandag £ FEDREE T
11 ise ! P T 62 | iTCo 5T AR TS ST+ HE S GBI : VODOMEY NOWOHINIY |
£T8T igeZ | P 20T dverool- A SV S A2 8 S d-) S PR OISTT jzeT |0 : EAILOWIIN | °
T L5 st HEP A << IS 5 S E ey A i Z 195 g9y oo £ ige  lzgT H NYPesOMeRd |-
9 iSYZ  18Z§ i VS ivez lsEb 42 L 5 leez loor ! Vo LoiEiz o iess VA - L WEDNY S Sodad |
50 82 jey ! 19°0 1Zp v ms“ T ire L9 TR e ! P21zl lser ) ' NIIONLEA |-
9 1202 logp ! 18 igse ey | - == & 1= S H S ISIE  iepp S 10ST oz H 1 NPdYHEA |
: H , i i i : H ' : : : ' ; 1 H H ; ' : ;
BTI9TT 205771 » ZZ 08T i9IetT1! S1OBTiefE 1LESTTE P LTIPEE 1ZLeT T | ; ! : ' peutog CD
T°0 i el ' H H 10 : lg*n iz ; H LOf0 0 =) ' : ; 1 ' ; L9008 g |
091L8Z  1ikE P! 28 10sz ltgzte) ‘Tl Tpleer VLALST b OF IS5 12%Z2°¢) i ' r ' ; Z-YQ0E "' |
' : : ! ' H ; ] ' ' H ' : : ! (R £ =1=1= Y7 e : HOWNEAD |
i ' .~ B H H - : ; ol It ' ; g : H N
O “o 0 - 'z " N M I v {Z0f0 1z 'z o G : ; - Mddd TP
TS BT 4 1T sk lesT | ¢ ¢ 98 jebz ) s Zilgs 186t e , ; - HodligE TD )
FTIIER JobT Y ) ST lere VSLZTIL T L gTeds TETT) ! ar'els ez : ' N Sy Q|
TTIE8T 143200 ¢ ] £ sze lskZT1l 4! filope IPROTTL LD stieks lZIzhTl oL ! ; ! Ve SNOOGL CE !
: : A g ; oz ] e il . : : P2 108 ieEviiiszTell e ! Sy L
TLISPRTZTISEE S 1 Z9 lpsoSilezTel oz ZEISTRTRILSL R, Z 1 gelwTiTiprote) oz OLTISLO FIGI0 TE! & ! Igand 1
STir0y  195Z°T0 ! 91 6% ieozeTl v 9T:958  J&TETI) ¢ OLI4S8 1458 1 | ZZ 1694 lpObtTi! - i IPHIS ANg [
T eI ) g T lzg A - S =1 oy T 1r2 52 L B2 ipT izs 156 HE = MUHNNNS GG |
: g ; ; : g ; ] ; ; i g T ; } : ; } + g i
e Ete bt HER R Hfc b = A FRNo Bo RN e TRISTY S ROErS ARSI R -t G - e He Mo B S T A ey el L e T IR P= L NELBHILEA )
} - ; } ) SIMaL 11
£66 1 : 2661 ; 1661 “ 0861 ! 658261 " '
) ( 2661 “ZE61 ‘1661 ‘0861 ‘65261 ) NAHYL © YIS
UAST IM3 @ YIoM
NYPYHLIEY STNEL TT Yivo
- 2SHISIY LARIOAAIHIC
T e gy VANSELIN3S WMo YAPD OHLI6 HoWEwo I
SOT




DAY IWUIMD =
AONIUVI D INTYT =
. MULOL IWIND =
R , HNONONSS HENT

- . . R e

H

L =

)

L}

‘ I
&
YLYQ NDNSNID vmmm m4$¢4%.,
PEST A3quandes LT ‘widever

H o} g ' H H H : | 500! =Y isT ! 1200 oy loT ! POfD 1TT Yy ¢ TOLUMEY  NTOINEY |
P pOfOIST BT ! iZoto ot ot ! | Z0'0! & s ! \£ovo jZToizT ! ifofo lg lg ! PATLOWIN 3
! so‘olgz b | 1120 169 les | P Sef0iter toz 1 lepto itz .lTe I£1°0 sz lez | n NIWISORIT |
P ZTfOidT ey 160°D iz ] : wwww\c" 6Z ‘sp ! Uit bz lew 1TZ0 loz  lgp ] L WEINY S Sudad !
| STOlEs les 800 11T lze v Zp'ol TsTiest | IR0 (22T gz | PO is6  ige | : NFIANDNE &
L BZFOIE0T 1eDT ! 1220 1o ize | }SzZe0! se lrg JO£°0 180T lzT1 ! 15870 ivs tez ! H N gETY |
! R B “ S : “ A " : Lo b L ! “
PZofols vt i : ; : ; o i ; : i R W “ I : " pobO0d "o |
' H H H : ; ' i H H H , i H : . ; H ; H H £-900d °Q |
: : lge ! SPT lsr | legs ! b zetr) zotiess ! PITCY ITst frip ! MIPCT lse  lzie | : Z-gam ' |
ER : : ! : ! ! “ ! : : " ] ! “ " : : : : OGN )
v H H } d H 1 ; H H i ; y ; ; : H . h ; i '
i ; : : b ' 1 : H 3 H \ ) H i : h : ! ! : Hereg Tp g
e I0felE s : JIOT0 T L g ' : d ; 100G 1T 1 ) e o st eI e H ) ADdWE o |
PRoiTioRT lzes @ TZBCO 189 g0t ] 1 Z9°0) b togz | BP0 ISs  lzgr 1S6°0 ity 1tz b i Sl Tg |
P £stolss lest TR0 Ipg Jepr ) pIRf0t e STy ZZU0 iez lte | iLP*0 o isor ! ; DNGCDL TR
_" H h : H : H : ; : ; N A E H i N : o i ; ELE e
8CCiZeS l1ooT 1! 1282 0ep . 1vs0 1! VIO LISIPTTOT AR &=l S 1999 1293 IfsbT! : - AR
vﬁﬂhwnmﬁ ' VE9T0 6LY sz ! PLLOY Soziesr PLID 100Z lbsz ! 16D leLT lzpz ! : LodEg ANG
C1°0L8 ISP iesTopl siSoto et T 1659798408 800! ¢ ez IEPT069°2120°0 112 08 !ibbreroteiento ST jer lseeteozez! HUHNNNSEad |
I - ; ! — ; | S ; : e — : i : i
WOl 1t arp 2 A0e Hs B A IR~ i B e e H S R e B B e by H i R P L e e R TRy drr WP LUHIL A |
- : : ; ; : © o SIMar 1T !
£E66 1 ‘ Ze6 1 ] 1661 : CE5 T ! 6861 ' '

{ £65T ‘2661 ‘1e87 ‘OEST “BE5T ) NOHYL © ¢E¢4wmu
. YAYEUENS  © wAoOH
NYIGHULAN SINZL 1T wivy

VADEUENS SIULTIN
E 1T REE IR I YMSE HOHIYD NUTST
90T | . _




3N SWIMD
ZONFEYITID WIWD
TYL0L TWIHD
HOONONSd HF TN
Y

] b= o i1 it ! Vo bz g . =1 6L VIS S S0 te e IUDUMEY NN
IT0°T fsT  leT H =0 o Mo S i 9f0 1 IT MtI H 1980 jg1 b ozr ! oC sto e el H I LG
ez s e i A R S RS & S iB2°0 4 Z1 fer IST*T lvz | 1Z | 0 s e : NSRS
ierd los low | ST lob ir ISR pe e 192'E jog ] or ! BT L vy ] oprld P HOONS /S
'50%0 1T ! : eio0d AN ] 1 mmw.o : 0T jor ) 1827 168 L oBE ! FA-Rh S+ A A : N IONLH3
800z ise 11 J YIS*Z isk lop LB ] B9 lem AR WA N (= T 2L BT ) 99 ; N eEs
v ! ' ! ' ' ' : ' Voo : ' ' i ' : : ' " :

lzEts vl lesT | LIPTiZZ lesz | Rl A SR B F-- A (VA S S5 Wl i 199921 eL ) sy ' P-u00 *
i : ; : ; i ] i : P H H ' i ' : : H ! : ' S-W0N -
'SO‘SRITE lZze | ZPiOsist 00T 1LO'sp! Ze ites eE‘thiTe | o) 1S2TFL OST! Zeg! ; 900 -
“wm.mw“vv TIPTCT 1SS0 iTs ozl 1ZSTLS) OTTISPDT] iPZiGSI98  1THOT) VIEPS) 2T 654! ' SN
1 ' : T ' ' 1 ; : J ) ; : ; : ; 3 ; ' ' )

| : ! : ' : 7 ' . : ; 1 y H H H ; ; ' ' ' W rgg
i : ' H H : H H i ) H ) i N : : ' ! ! : : Pt NIV
i ' : H ; : ' : : ' | ' ; ; ; : H : ; ; : SRy
. : : H H i ! H : H ; H : ; H ! i ; . ' : SHOOoL *
iTreel e tbe rdehd=- NNV IR T} & i£ZF9 1 g9 g EPT6 JLT Yz i65°TY) IS | zot! : SR
fISferilcy lios ' WPTERIZIZ 1809 ! PI‘Br) B5Tiven ! SET EpiLLz ) poe! 18572k $52) see! : Lo

122G IT0T igor ! = TFA 4 DA & A Pete | azriezr ! 1499 1121 oTZT i6Z°p 1 09 ! o9l ' Louag AK
PRI iE ler TTICZER TisL°0 10T b1 1STSTSEET 1Y% ) 21 ‘oz IZETTLIET 11650 10T ! Bt I0LL°FI8° 1) S0 ) £ ) oz llzgeelETOT NYHNNSING
- " ; : ; : ; -3 ; : : : ; : ; | + : : " "

R 0 e e R L R Ak YR e RS R TETDOITHTO W3R AT Cdt ) cEtlTDralental cger A B e A TR R | g r ! Mo LY 3
i ; ; : ! : SINIL 1
i SEHE6T : Z66 1 g 166 1 J 066 1 ! 6841 ;

N

( £B5T ‘Z66T ‘166T ‘08561 ‘coaT ) NMHEL § whiozs
SHMONYS @ GAJOM
NYAYHYLAY STHEL IT uive

i e DO AT

AT RO Lo UMD HdIwd WY




32

“BLv ZWIED = R
NEEYETD FWIMD = 7
L0l FHIHD

]
L

WIFKINGd HITWNL = "«

~. T HOONTE:

H
i
90T b
+
3
t
§
'
[

02 ST

4
1
¥
]
]
¥
§
2 )
1
1
[
1
3
1
1
3
1
¢
3
1
¢
§
*
1
:
1
1
I
1
1

50T
£9
Z

i)
=
-

i

'

1

1
Ts
¥

3

eI

H-]

1
t
t
I3
1
1
¥
b
t
H
i
[
]
T
1
3
i
1
'
T
]
i
s
1
1
H
i
H
i
i
v
t
2
1
1
1

[UWBY HOTOMOEN |
= GHLIOMON |

: NOVYSOVRIED |
WDNG / Svsd |
g WIONTNEd
e B
L)

p-wdod "o
c-waoy Q|
Zw00d "B |
HOMNGHNT |

|

|

SIred P
MOk "2
Syl " g
OMDOOL ¥

SHND

LD
LRIEE AN
HIHNNNEE

= hte Hae e L Bl

Z QDD IPTY

"d°r

=N

066 T

"
E
L}
T
H
+
+
t

E
]

N LH D3
STl 11

AR

{ €661

‘ZE6T

‘1661

‘066T

DNVEWI TS
NYLUHICIN

‘BEET ) NNHYL § HRRES
L YAOOR

SINZT TE Wivd

P am s UYL B P e e

. DNUSME I S3Ox

LN pmLAeT LR T

oy v



s “algy AWIWD =
. AONTHUEID FWTYD 5 7
ILOL IWIMD =
WONAM3d ML = T
T NOYNEH
fo
" - S H S A S S 4 S 1£Z°T 1 9oZY ) 11841 12y ) et ] H-ral A St S A TUDEWTY METIMENEN
: " “ P : : L aail ' | : ' “ " ! ! ' " OATLOMEN |
posgs H-1 i AT SRR E A (ER'S L e jzg | 186y 18T L Ly | pse L2z |19 ; NgSSOREd |
3 oger VBETIZL i8Rl iiefgZ! 1T 022 | 1LSpZies | ZLi i54°1g) ZSTI 96Z. D WWONY /o SPdEd
s A0S WS & SRS 6 ol “wmwmw“ oz iee HFA+ 15wl R v 2T} ZT 0 eR ) ; zaHmnnmum ;
AN PR s A 4 S AR etz g vz | . H-TRb A 5 SR = AT A= A ; Ny oEas |
' ; “ . “ “ P “ ; S “ oo " oo
T ; . ; “ b ; “ S " ooy _ p-ycod O
'z ! Hsrad eI A ; : : } : Zrio 1z e 'tZF0 LT 12 ! $-HO0d Tq ]
T 18T | (9RETIBL 1951 4, 1ZPBT) 8L 16LT 18TTTILS | STT) 19Z°TY. 8L 1 SOT) i P00 "'
NS -1 VLOTOZIBL 88T | lzpeet £L 16T | 109ZTIeE L BIT! BT 64 1 40T H T HCHNSRND
“ : " P " " b " ; R " O "
Voo “ Ny B, " a ; “ A\ ; P ! HILeE P
e pio tzo b 50 Lz fs o o i 1z “ S : RN
TR RN LT BTYLIRT T4 1959 of e 1669 98 | 93 | 1ZTLY L 02 1 pp D sSodlud "9
[ - E T ogo 11 i ! " <! ! SdbAPE Y 2 ! e b T ! DHOTOL °®
16259 1ML 145 VI6L tem isd | 180°L L ZE e | R T-AVAE- SR« A N igetr L 1z 0 osp ! SHND
1651 4LIEET eR O IPSPISIZ ek | ipTtLTy L3TiTRT d 169 iepT | L0 VISCepl LST) STv) : AORD
"mn.wvummm iy | logfzsiges 1BIS isZier) eLZiegr | {SQPRIIST | 69v) e IS 8%l 0Bv) ] 138 ANY
I6TCE 19 1ZE lEZETO00°TIESZ 161 18T 19997986 ST 1 bT JAT | Lp6°IL6 JOBST UST | L1 | Z48Tpps iS1Z | ZT | OZ | 092726 | NeRNNNEE
P i e : . 2 : —— : ! : + : bt " et : :
" e T o Tie 1NN R HNAR o (B B o Higeo R FRO Rt B 0= M G ® ke T e hta HERE S RS- L N Gl ~ Mo Fihts b HIRl e HEREAF= b RN It~ Rio i ate hbe Hh Ru B = R N LYHSEZM
e : : : L S : sSIMar T3
i £66T : zZ661T ! 16861 “ ceet =~ i 626 1 "
N — - .
. T S66T ‘ZEST ‘1861 ‘0661 *6EST ) HOWOL § YWU13S i -
_ o DNYONYG DNALN 1 WAGOM .
) NelWHOLIH  SINALD 1T Wivd " -
Y . - " OMNYONYG DNNLN SIS
c . WITISTING HOUIVO NYT!




	Judul
	Abstrak
	Daftar Isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Lampiran



